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BUPATI DONGGALA
PROVINSI SULAWESI TENGAH

PERATURAN BUPATI DONGGALA
NOMOR 14 TAHUN 2025

TENTANG

RENCANA DETAIL TATA RUANG

KAWASAN PERKOTAAN TANANTOVEA DAN LABUAN

[

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI DONGGALA,

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 17 angka 7
dan angka 10 Lampiran Undang-Undang Nomor 6 Tahun
2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja
Menjadi Undang-Undang yang mengubah Pasal 14 dan
Pasal 18 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang
Penataan Ruang;

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7 ayat (0)
Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2022 tentang Rencana
Tata Ruang Wilayah Kabupaten Donggala tahun 2022-
2042;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan
Bupati tentang Rencana Detail Tata Ruang Kawasan
Perkotaan Tanantovea dan Labuan;

Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana
telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2
Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor
41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6856);

Undang-Undang Nomor 124 Tahun 2024 tentang
Kabupaten Donggala di Provinsi Sulawesi Tengah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor
301, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 7061);



Menetapkan

MEMUTUSKAN:
PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA DETAIL TATA
RUANG KAWASAN PERKOTAAN TANANTOVEA DAN
LABUAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1.
2.
3.

10.

11.

12.

13.

14.

Daerah adalah Kabupaten Donggala.

Bupati adalah Bupati Donggala.

Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang
memegang kekuasaan Pemerintahan Negara Republik
Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan Menteri
sebagaimana dimaksud dalam Undang- Undang Dasar
Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur
penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin
pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi
kewenangan daerah otonom.

Kecamatan adalah bagian wilayah dari daerah
kabupaten/kota yang dipimpin oleh camat.

Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan
nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan
masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang
berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan
pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat
berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal wusul,
dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati
dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik
Indonesia.

Ruang adalah wadah yang meliputi ruang darat, ruang
laut, dan ruang udara, termasuk ruang di dalam bumi
sebagai satu kesatuan wilayah, tempat manusia dan
makhluk hidup lain, melakukan kegiatan, dan memelihara
kelangsungan hidupnya.

Tata Ruang adalah wujud Struktur Ruang dan Pola
Ruang.

Struktur Ruang adalah susunan pusat-pusat permukiman
dan sistem jaringan prasarana dan sarana yang berfungsi
sebagai pendukung kegiatan sosial ekonomi masyarakat
yang secara hierarki memiliki hubungan fungsional.

Pola Ruang adalah distribusi peruntukan ruang dalam
suatu wilayah yang meliputi peruntukan ruang untuk
fungsi lindung dan peruntukan ruang untuk fungsi budi
daya.

Rencana Tata Ruang yang selanjutnya disingkat RTR
adalah hasil perencanaan tata ruang.

Penataan Ruang adalah suatu sistem proses perencanaan
tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian
pemanfaatan ruang.

Pemanfaatan Ruang adalah upaya untuk mewujudkan
Struktur Ruang dan Pola Ruang sesuai dengan rencana
tata ruang melalui penyusunan dan pelaksanaan program
beserta pembiayaannya.

Pengendalian Pemanfaatan Ruang adalah upaya untuk
mewujudkan tertib Tata Ruang.
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17.
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19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

27.

28.

Rencana Detail Tata Ruang yang selanjutnya disingkat
RDTR adalah rencana secara terperinci tentang tata ruang
wilayah kabupaten/kota yang dilengkapi dengan PZ
kabupaten/kota.

Wilayah Perencanaan yang selanjutnya disingkat WP
adalah bagian dari kabupaten/kota dan/atau Kawasan
Strategis kabupaten/kota yang akan atau perlu disusun
RDTRnya, sesuai arahan atau yang ditetapkan di dalam
RTRW Kabupaten/Kota yang bersangkutan.

Sub Wilayah Perencanaan yang selanjutnya disebut SWP
adalah bagian dari WP yang dibatasi dengan batasan fisik
dan terdiri atas beberapa blok.

Zona adalah kawasan atau area yang memiliki fungsi dan
karakteristik spesifik.

Sub-Zona adalah suatu bagian dari zona yang memiliki
fungsi dan karakteristik tertentu yang merupakan
pendetailan dari fungsi dan karakteristik pada zona yang
bersangkutan.

Blok adalah sebidang lahan yang dibatasi sekurang-
kurangnya oleh batasan fisik yang nyata seperti jaringan
jalan, sungai, selokan, saluran irigasi, saluran udara
tegangan ekstra tinggi, dan pantai, atau yang belum nyata
seperti rencana jaringan jalan dan rencana jaringan
prasarana lain yang sejenis sesuai dengan rencana kota.
Zona Lindung adalah zona yang ditetapkan dengan fungsi
utama melindungi kelestarian lingkungan hidup yang
mencakup sumber daya alam dan sumber daya buatan.
Zona Budi Daya adalah zona yang ditetapkan dengan
fungsi utama untuk dibudidayakan atas dasar kondisi dan
potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, dan
sumber daya buatan.

Ruang Terbuka Hijau yang selanjutnya disingkat RTH
adalah area memanjang/jalur dan/atau mengelompok
yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat
tumbuh tanaman, baik yang tumbuh secara alamiah
maupun yang sengaja ditanam, dengan
mempertimbangkan aspek fungsi ekologis, resapan air,
ekonomi, sosial budaya, dan estetika.

Peraturan Zonasi yang selanjutnya disingkat PZ adalah
ketentuan yang mengatur tentang persyaratan
pemanfaatan ruang dan ketentuan pengendaliannya dan
disusun untuk setiap blok/zona peruntukan yang
penetapan zonanya dalam RDTR.

Teknik Pengaturan Zonasi yang selanjutnya disingkat TPZ
adalah  varian dari Zonasi konvensional yang
dikembangkan untuk memberikan fleksibilitas dalam
penerapan aturan Zonasi dan ditujukan untuk mengatasi
berbagai permasalahan dalam penerapan Zonasi dasar.
Kesesuaian  Kegiatan = Pemanfaatan Ruang yang
selanjutnya disebut KKPR adalah kesesuaian antara
rencana kegiatan Pemanfaatan Ruang dengan RTR.
Konfirmasi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang
selanjutnya disingkat KKKPR adalah dokumen yang
menyatakan kesesuaian antara rencana kegiatan
Pemanfaatan Ruang dengan RDTR.

Forum Penataan Ruang adalah wadah di tingkat pusat
dan daerah yang bertugas untuk membantu Pemerintah
Pusat dan Pemerintah Daerah dengan memberikan
pertimbangan dalam Penyelenggaraan Penataan Ruang.



29. Masyarakat adalah orang perseorangan, kelompok orang

termasuk masyarakat hukum adat, korporasi, dan/atau
pemangku kepentingan non pemerintah lain dalam
penyelenggaraan penataan ruang.

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Bupati meliputi:

me a0 TP

(1)

(2)

(3)

(4)

(9)

tujuan penataan WP;

rencana Struktur Ruang;
rencana Pola Ruang;

ketentuan Pemanfaatan Ruang;
PZ; dan

kelembagaan.

Pasal 3

Delineasi WP Kawasan Perkotaan Tanantovea dan

Labuan ditetapkan sebagai WP IV berdasarkan aspek

fungsional dan administrasi dengan luas 2.294,50 (dua

ribu dua ratus sembilan puluh empat koma lima)
hektare.

Batas WP Kawasan Perkotaan Tanantovea dan Labuan

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

a. sebelah wutara berbatasan dengan Desa Dalaka,
Kecamatan Sindue;

b. sebelah timur berbatasan dengan Desa Labuan
Lumbubaka;

c. sebelah selatan berbatasan dengan Kota Palu; dan

d. sebelah barat berbatasan dengan Teluk Palu.

Delineasi WP Kawasan Perkotaan Tanantovea dan

Labuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

a. sebagian Desa Wani Satu, seluruh Desa Wani Dua,
sebagian Desa Wani Tiga, dan seluruh Desa Wani
Lumbumpetigo di Kecamatan Tanantovea.

b. seluruh Desa Labuan Lelea, sebagian Desa Labuan
Kungguma, sebagian Desa Labuan Lumbubaka,
sebagian Desa Labuan Panimba, seluruh Desa
Labuan, seluruh Desa Labuan Salumbone, dan
sebagian Desa Labuan Toposo di Kecamatan
Labuan.

c. sebagian Desa Dalaka di Kecamatan Sindue.

Delineasi WP Kawasan Perkotaan Tanantovea dan

Labuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibagi

menjadi 2 (dua) SWP meliputi:

a. SWP IV.A mencakup sebagian Desa Wani Satu,
seluruh Desa Wani Dua, seluruh Desa Labuan,
sebagian Desa Labuan Lelea, sebagian Desa Labuan
Salumbone, sebagian Desa Labuan Panimba, dan
sebagian Desa Dalaka terdiri atas Blok IV.A.1, Blok
IV.A.2, Blok IV.A.3, dan Blok IV.A.4.

b. SWP IV.B mencakup sebagian Desa Wani Tiga,
seluruh Desa Wani Satu, sebagian Desa Wani Dua,
seluruh Desa Wani Lumbumpetigo, seluruh Desa
Labuan Kungguma, seluruh Desa Labuan Toposo,
sebagian Desa Labuan Lelea, sebagian Desa Labuan
Salumbone, sebagian Desa Labuan Lumbubaka,
sebagian Desa Labuan Panimba, sebagian Desa
Labuan, dan sebagian Desa Dalaka terdiri atas Blok
IV.B.1, Blok IV.B.2, Blok IV.B.3, dan Blok IV.B.4.

Delineasi WP Kawasan Perkotaan Tanantovea dan

Labuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
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(6)

digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian
geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000
tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian
tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pembagian SWP dan Blok pada WP Kawasan Perkotaan
Tanantovea dan Labuan sebagaimana dimaksud pada
ayat (4) digambarkan dalam peta dengan tingkat
ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala
1:5.000 (satu banding lima ribu) tercantum dalam
Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan
dari Peraturan Bupati ini.

BAB II
TUJUAN PENATAAN

Pasal 4

Tujuan penataan kawasan perkotaan tanantovea dan labuan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a bertujuan untuk
mewujudkan kawasan perkotaan tanantovea dan labuan
sebagai kawasan pertanian, perkebunan dan peternakan serta
pusat distribusi hasil pertanian, perkebunan dan peternakan.

(1)

(2)

(1)

(2)

(3)

(4)

BAB III
RENCANA STRUKTUR RUANG

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 5
Rencana Struktur Ruang sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 2 huruf b meliputi:
a. rencana pengembangan pusat pelayanan;
b. rencana jaringan transportasi; dan
C. rencana jaringan prasarana.
Rencana Struktur Ruang sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat
ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala
1:5.000 (satu banding lima ribu) tercantum dalam
Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan
dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua
Rencana Pengembangan Pusat Pelayanan

Pasal 6
Rencana pengembangan pusat pelayanan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a meliputi:
a. pusat pelayanan kota/kawasan perkotaan;
b. sub pusat pelayanan kota/kawasan perkotaan; dan
c. pusat pelayanan lingkungan.
Pusat pelayanan kota/kawasan perkotaan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf a terdapat di SWP IV.A
pada Blok IV.A.1.
Sub pusat pelayanan kota/kawasan = perkotaan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdapat di:
a. SWP IV.A pada Blok IV.A.3; dan
b. SWP IV.B pada Blok IV.B.1 dan Blok IV.B.3.
Pusat pelayanan lingkungan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf c berupa pusat lingkungan
kelurahan/desa terdapat di:
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(1)

(2)

(1)

(2)

(3)

(4)

a. SWP IV.A pada Blok IV.A.1, Blok IV.A.3, dan Blok
IV.A.4; dan

b. SWP IV.B pada Blok IV.B.1, Blok IV.B.2, dan Blok
IV.B.3.

Rencana pengembangan pusat pelayanan sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan

tingkat ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi

skala 1:5.000 (satu banding lima ribu) tercantum dalam

Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan

dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Ketiga
Rencana Jaringan Transportasi

Paragraf 1
Umum

Pasal 7
Rencana jaringan transportasi sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b meliputi:
a. jalan umum;
b. jalan khusus;
c. jalan masuk dan keluar terminal barang dan
penumpang;
terminal penumpang;
terminal barang
jembatan;
pelabuhan pengumpul; dan
terminal khusus.
Rencana jaringan transportasi sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat
ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala
1:5.000 (satu banding lima ribu) tercantum dalam
Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan
dari Peraturan Bupati ini.

RS

Paragraf 2
Jalan Umum

Pasal 8
Jalan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat
(1) huruf a meliputi:
jalan arteri primer;
jalan arteri sekunder;
jalan kolektor primer;
jalan kolektor sekunder;
jalan lokal primer; dan
jalan lingkungan sekunder.
Jalan arteri primer sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf a berupa ruas TOMPE - PANTOLOAN (BTS. KOTA
PALU) melintas di SWP IV.A.
Jalan arteri sekunder sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) huruf b melintas di SWP IV.A.
Jalan kolektor primer sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) huruf b meliputi :
a. ruas LABUAN - DALAKA/LABUAN - SINIU melintas
di SWP IV.A dan SWP IV.B;
b. ruas LABUAN - SINIU melintas di SWP IV.B; dan
c. jalan kolektor primer melintas di SWP IV.A.

mo a0 o



(5) Jalan kolektor sekunder sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf d melintas di SWP IV.A.

(6) Jalan lokal primer sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf ¢ melintas di seluruh SWP.

(7) Jalan lingkungan sekunder sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf d melintas di seluruh SWP.

Paragraf 3
Jalan Khusus

Pasal 9
Jalan khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1)
huruf b melintas di SWP IV.A.

Paragraf 4
Jalan Masuk Dan Keluar Terminal Barang Dan Penumpang

Pasal 10
Jalan masuk dan keluar terminal barang dan penumpang
sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat (1) huruf c
melintas di SWP IV.A.

Paragraf 5
Terminal Penumpang

Pasal 11
(1) Terminal penumpang sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 7 ayat (1) huruf d berupa terminal penumpang tipe
C.
(2) Terminal penumpang tipe C sebagaimana dimaksud
dalam ayat (1) yaitu Terminal Labuan terdapat di SWP
IV.A pada Blok IV.A 4.

Paragraf 6
Terminal Barang

Pasal 12
Terminal barang sebagaimana dimaksud pada pasal 7 ayat (1)
huruf e yaitu Terminal Barang Labuan terdapat di SWP.IV.B
pada Blok.IV.B.3.

Paragraf 7
Jembatan

Pasal 13
Jembatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1)
huruf f terdapat di :
Jembatan Wani terdapat di SWP IV.A pada Blok IV.A.1;
Jembatan Laiba terdapat di SWP IV.A pada Blok IV.A.2;
Jembatan Labuan terdapat di SWP IV.A pada Blok IV.A.2;
Jembatan Labuan I terdapat di SWP IV.A pada Blok
IV.A.3;
Jembatan Labuan II terdapat di SWP IV.A pada Blok
IV.A.3;
f. Jembatan Labuan III terdapat di SWP IV.A pada blok
IV.A.4;
g. Jembatan Labuan IV terdapat di SWP IV.A pada Blok
IV.A.4; dan
h. Jembatan Labuan V terdapat di SWP IV.A pada Blok
IV.A.4.
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Paragraf 8
Pelabuhan Pengumpul

Pasal 14

Pelabuhan pengumpul sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7
ayat (1) huruf g yaitu Pelabuhan Wani terdapat di SWP IV.A
pada Blok IV.A.1

Paragraf 9
Terminal Khusus

Pasal 15

Terminal khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat
(1) huruf h terdapat di:

a.

b.

C.

d.

terminal khusus untuk kegiatan Ditpolairud Polda
Sulawesi Tengah di SWP IV.A pada Blok IV.A.2;

terminal khusus untuk kegiatan Pertambangan Operasi
Produksi Batuan di SWP IV.A pada Blok IV.A.2 dan Blok
IV.A.3;

terminal khusus untuk kegiatan Pengantongan Semen di
SWP IV.A pada Blok IV.A.3; dan

terminal khusus untuk kegiatan Penyediaan Jasa Depot
Mini LPG di SWP IV.A pada Blok IV.A.4.

Bagian Keempat
Rencana Jaringan Prasarana

Paragraf 1
Umum

Pasal 16

Rencana jaringan prasarana sebagaimana dimaksud dalam
Pasal S ayat (1) huruf ¢ meliputi:

@m0 Q0o

(1)

(2)

(3)

rencana jaringan energi;

rencana jaringan telekomunikasi;
rencana jaringan sumber daya air;
rencana jaringan air minum;
rencana jaringan persampahan;
rencana jaringan drainase; dan
rencana jaringan prasarana lainnya.

Paragraf 2
Rencana Jaringan Energi

Pasal 17
Rencana jaringan energi sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 16 huruf a mengikuti :
a. infrastruktur minyak dan gas bumi;
b. jaringan transmisi tenaga listrik antarsistem;
c. jaringan distribusi tenaga listrik; dan
d. gardu listrik.
Infrastruktur minyak dan gas bumi sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa sarana
pengolahan hasil pembakaran yaitu Terminal LPG
Donggala terdapat di SWP IV.A pada Blok IV.A.4.
Jaringan  transmisi  tenaga  listrik  antarsistem
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa
saluran udara tegangan tinggi (SUTT) yaitu SUTT Tambu-
Tawaeli melintas di SWP IV.B.
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(1)

(2)

(3)

(4)
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(1)

(2)

(3)

Jaringan distribusi tenaga listrik sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) huruf ¢ meliputi :

a. saluran udara tegangan menengah (SUTM) melintas
di seluruh SWP; dan

b. saluran udara tegangan rendah (SUTR) melintas di
seluruh SWP.

Gardu listrik sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf c

berupa gardu distribusi terdapat di SWP IV.A pada

seluruh Blok dan SWP IV.B pada seluruh Blok.

Rencana jaringan energi sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat

ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala

1:5.000 (satu banding lima ribu) tercantum dalam

Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan

dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 3
Rencana Jaringan Telekomunikasi

Pasal 18
Rencana jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 16 huruf b meliputi:
a. jaringan tetap;
b. jaringan bergerak seluler; dan
c. jaringan bergerak satelit.
Jaringan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf a meliputi:
a. jaringan serat optik melintas di SWP IV.A; dan
b. telepon fixed line melintas di seluruh SWP.
Jaringan bergerak seluler sebagaimana dimaksud dalam
ayat (1) huruf b berupa menara base transceiver station
(BTS) terdapat di :
a. SWPIV.A pada Blok IV.A.1, Blok IV.A.3; dan
b. SWP IV.B pada Blok IV.B.3.
Jaringan bergerak satelit berupa stasiun bumi
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdapat di
SWP IV.A pada Blok IV.A.4.
Rencana jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat
ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala
1:5.000 (satu banding lima ribu) tercantum dalam
Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan
dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 4
Rencana Jaringan Sumber Daya Air

Pasal 19
Rencana jaringan sumber daya air sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 16 huruf c berupa :
a. sistem jaringan irigasi; dan
b. bangunan sumber daya air.
Sistem jaringan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) huruf a meliputi:
a. jaringan irigasi primer melintas di SWP IV.B;
b. jaringan irigasi sekunder melintas di SWP IV.B; dan
c. jaringan irigasi tersier melintas di SWP IV.B.
Bangunan sumber daya air sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf b berupa prasarana irigasi yaitu Embung
Labuan terdapat di SWP IV.B pada Blok IV.B.3.



(4)

(1)
(2)

(3)

(4)

(1)

(2)

(3)

(1)

(2)
(3)

(4)

Rencana jaringan sumber daya air sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan
tingkat ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi
skala 1:5.000 (satu banding lima ribu) tercantum dalam
Lampiran VIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan
dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 5
Rencana Jaringan Air Minum

Pasal 20
Rencana jaringan air minum sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 16 huruf d berupa jaringan perpipaan.
Jaringan perpipaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
berupa unit distribusi.
Unit distribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
berupa jaringan distribusi pembagi melintas di seluruh
SWP.
Rencana jaringan air minum sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat
ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala
1:5.000 (satu banding lima ribu) tercantum dalam
Lampiran IX yang merupakan bagian tidak terpisahkan
dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 6
Rencana Jaringan Persampahan

Pasal 21
Rencana jaringan persampahan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 16 huruf e berupa tempat penampungan
sementara (TPS).
Tempat penampungan sementara (TPS) sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) terdapat di SWP IV.A pada Blok
IV.A.2
Rencana jaringan persampahan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat
ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala
1:5.000 (satu banding lima ribu) tercantum dalam
Lampiran X yang merupakan bagian tidak terpisahkan
dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 7
Rencana Jaringan Drainase

Pasal 22
Rencana jaringan drainase sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 16 huruf f meliputi:
a. jaringan drainase primer;
b. jaringan drainase sekunder;
c. jaringan drainase tersier; dan
d. bangunan pelengkap drainase.
Jaringan drainase primer sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf melintas di SWP IV.A.
Jaringan drainase sekunder sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf b melintas di seluruh SWP.
Jaringan drainase tersier sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf c melintas di seluruh SWP.
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(5)

(6)

(1)

(2)

(3)

(4)

Bangunan pelengkap drainase sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf d terdapat di SWP IV.B pada Blok
IV.B.3 dan Blok IV.B.4.

Rencana jaringan drainase sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat
ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala
1:5.000 (satu banding lima ribu) tercantum dalam
Lampiran XI yang merupakan bagian tidak terpisahkan
dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 8
Rencana Jaringan Prasarana Lainnya

Pasal 23

Rencana jaringan prasarana lainnya sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 16 huruf g meliputi:

a. jalur evakuasi bencana; dan

b. tempat evakuasi.

Jalur evakuasi bencana sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) huruf a terdapat di:

a. ruas PANTOLOAN (BTS. KAB. DONGGALA) -

TAWAELI melintas di SWP IV.A;

ruas WANI II — WANI [ melintas di SWP IV.A;

ruas LABUAN - POL.AIRUD melintas di SWP IV.A;

ruas WANI - LIMOYONG melintas di SWP IV.A;

ruas DALAM KOTA - LABUAN melintas di seluruh

SWP;

ruas DALAM KOTA - WANI melintas di seluruh SWP;

ruas LABUAN - DALAKA melintas di seluruh SWP;

ruas LAIBA - DUSUN TARABU melintas di seluruh

SWP;

i ruas WANI - LANTA melintas di seluruh SWP;

j- ruas WANI IT - LELEA melintas di seluruh SWP;

k. ruas LABUAN TOPOSO - SIMOO melintas di SWP

IV.B; dan

1.  jalur evakuasi bencana melintas di seluruh SWP.

Tempat evakuasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

huruf b meliputi :

a. tempat evakuasi sementara; dan

b. tempat evakuasi akhir.

Tempat evakuasi sementara sebagaimana dimaksud pada

ayat (3) huruf a terdapat di:

a. Sarana Pendidikan Taman Kanak-Kanak Islam
Terpadu di SWP IV.A pada Blok IV.A.1;

b. Sarana Pendidikan SD Negeri 2 Wani di SWP IV.A
pada Blok IV.A.1;

c. Sarana Pendidikan SD Negeri 1 Labuan Lelea di SWP
IV.A pada Blok IV.A.1;

d. Sarana Pendidikan SMP-SMA Nasional Wani di SWP
IV.A pada Blok IV.A.1;

e. Sarana Pendidikan MA Nahdatul Alkhairat di SWP
IV.A pada Blok IV.A.2;

f. Sarana Pendidikan MTs Negeri Labuan di SWP IV.A
pada Blok IV.A.3;

g. Sarana Pendidikan SD Negeri 2 Labuan di SWP IV.A
pada Blok IV.A.3;

h. Sarana Pendidikan SMK Negeri 1 Labuan di SWP IV.A
pada Blok IV.A.3;

i. Sarana Pendidikan SD Negeri 2 Salumbone di SWP
IV.A pada Blok IV.A.4;

opo o

=

509
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(9)

(6)

(1)

X.

y.

Sarana Pendidikan SD Karya Thayyibah Sumboli di
SWP IV.B pada Blok IV.B.2;

Sarana Pendidikan SD Negeri 3 Wani di SWP IV.B
pada Blok IV.B.2;

Sarana Pendidikan SD Negeri 2 Labuan Lelea di SWP
IV.B pada Blok IV.B.2;

Sarana Pendidikan SD Labuan Kungguma di SWP
IV.B pada Blok IV.B.2;

Sarana Pendidikan SMP Negeri 1 Labuan di SWP IV.B
pada Blok IV.B.3;

Sarana Pendidikan SD 1 Dalika di SWP IV.B pada
Blok IV.B.3;

Sarana Pendidikan SD Negeri 3 Labuan di SWP IV.B
pada Blok IV.B.3;

Sarana Pendidikan SD Negeri 1 Labuan Panimba di
SWP IV.B pada Blok IV.B.3;

Sarana Pendidikan SMP Negeri 2 Labuan di SWP IV.B
pada Blok IV.B.3;

Sarana Pendidikan SD Negeri 4 Dalaka di SWP IV.B
pada Blok IV.B.4;

Sarana Pendidikan SMP 5 Sindue di SWP IV.B pada
Blok IV.B.4;

Lapangan Sepak Bola Wani I di SWP IV.A pada Blok
IV.A.1;

Lapangan Sepak Bola Labuan Lelea di SWP IV.A pada
Blok IV.A.2;

Lapangan Sepak Bola Labuan Toposo di SWP IV.B
pada Blok IV.B.3;

Lapangan Sepak Bola Labuan Panimba di SWP IV.B
pada Blok IV.B.3; dan

Tempat evakuasi sementara di SWP IV.A pada Blok
IV.A.4 dan SWP IV.B pada Blok IV.B.3.

Tempat evakuasi akhir sebagaimana dimaksud pada ayat
(3) huruf c terdapat di:

a.

b.

C.

d.

Lapangan Sepak Bola Wani II di SWP IV.A pada Blok
IV.A.1;

Lapangan Sepak Bola Labuan di SWP IV.A pada Blok
IV.A.3;

Lapangan Sepak Bola Labuan Salumbone di SWP IV.A
pada Blok IV.A.4; dan

tempat evakuasi akhir di SWP IV.B pada Blok IV.B.3.

Rencana jaringan prasarana lainnya sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan
tingkat ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi
skala 1:5.000 (satu banding lima ribu) sebagaimana
tercantum dalam Lampiran XI yang merupakan bagian
tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV
RENCANA POLA RUANG

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 24

Rencana Pola Ruang sebagaimana dimaksud pada Pasal
2 huruf ¢ meliputi:

a.

b.

Zona Lindung; dan
Zona Budi Daya.
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(2)

Rencana Pola Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian
geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000
(satu banding lima ribu) tercantum dalam Lampiran XII
yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan
Bupati ini.

Bagian Kedua
Zona Lindung

Paragraf 1
Umum

Pasal 25

Zona Lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1)
huruf a meliputi:

a.
b.
C.

(1)

(2)

(1)

(2)

(3)

(4)

Zona perlindungan setempat dengan kode PS;
Zona Ruang Terbuka Hijau dengan kode RTH; dan
Zona badan air dengan Kode BA.

Paragraf 2
Zona Perlindungan Setempat

Pasal 26

Zona  perlindungan setempat dengan kode PS
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf a dengan
luas 117,30 (seratus tujuh belas koma tiga) hektare
berupa Sub-Zona perlindungan setempat dengan kode
PS.
Sub-Zona perlindungan setempat dengan kode PS
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan luas 117,30
(seratus tujuh belas koma tiga) hektare terdapat di :
a. SWP IV.A pada seluruh Blok; dan
b. SWP IV.B pada Blok IV.B.2, Blok IV.B.3, dan Blok

IV.B.4.

Paragraf 3
Zona Ruang Terbuka Hijau

Pasal 27
Zona Ruang Terbuka Hijau kota dengan kode RTH
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf b dengan
luas 15,03 (lima belas koma nol tiga) hektare meliputi:
a. Sub-Zona taman kecamatan dengan kode RTH-3;
b. Sub-Zona taman kelurahan dengan kode RTH-4;
c. Sub-Zona taman RW dengan kode RTH-5; dan
d. Sub-Zona pemakaman dengan kode RTH-7.
Sub-Zona taman kecamatan dengan kode RTH-3,
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dengan
luas 2,24 (dua koma dua empat) hektare terdapat di SWP
IV.B pada Blok IV.B.3.
Sub-Zona taman kelurahan dengan kode RTH-4,
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dengan
luas 4,68 (empat koma enam delapan) hektare terdapat
di SWP IV.A pada seluruh Blok.
Sub-Zona taman RW dengan kode RTH-5, sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf c dengan luas 0,19 (nol
koma satu sembilan) hektare terdapat di SWP IV.B pada
Blok IV.B.3.
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(5)

(1)

(2)

Sub-Zona pemakaman dengan kode RTH-7, sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf d dengan luas 7,92 (tujuh
koma sembilan dua) hektare terdapat di SWP IV.A pada
seluruh Blok dan SWP IV.B pada seluruh Blok.

Paragraf 4
Zona Badan Air

Pasal 28

Zona badan air dengan kode BA sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 25 huruf ¢ dengan luas 33,08 (tiga puluh tiga
koma nol delapan) hektare berupa Sub-Zona badan air
dengan kode BA.

Sub-Zona badan air dengan kode BA sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dengan luas 33,08 (tiga puluh tiga
koma nol delapan) hektare terdapat di SWP IV.A pada
seluruh Blok dan SWP IV.B pada seluruh Blok.

Bagian Ketiga
Zona Budi Daya

Paragraf 1
Umum

Pasal 29

Zona Budi Daya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat
(1) huruf b meliputi:

FER O Q0 o

(1)

(2)

(3)

Zona pertanian dengan kode P;

Zona pertambangan dengan kode T;

Zona perumahan dengan kode R;

Zona sarana pelayanan umum dengan kode SPU;
Zona perdagangan dan jasa dengan kode K;
Zona perkantoran dengan kode KT;

Zona transportasi dengan kode TR;

Zona peruntukan lainnya dengan kode PL; dan
Zona badan jalan dengan kode BJ.

Paragraf 2
Zona Pertanian

Pasal 30
Zona pertanian dengan kode P sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 29 huruf a dengan luas 1.062,31 (seribu
enam puluh dua koma tiga satu) hektare meliputi:
a. Sub-Zona tanaman pangan dengan kode P-1;
b. Sub-Zona pertanian hortikultura dengan kode P-2;
c. Sub-Zona perkebunan dengan kode P-3; dan
d. Sub-Zona peternakan dengan kode P-4.
Sub-Zona tanaman pangan dengan kode P-1,
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dengan
luas 182,77 (seratus delapan puluh dua koma tujuh
tujuh) hektare terdapat di :
a. SWP.IV.A pada Blok.IV.A.3; dan
b. SWP.IV.B pada Blok IV.B.3 dan Blok IV.B.4.
Sub-Zona hortikultura dengan kode P-2, sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf b dengan 666,59 (enam
ratus enam puluh enam koma lima sembilan) hektare
terdapat di SWP IV.A pada seluruh Blok dan SWP IV.B
pada seluruh Blok.
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(4)

(S)

(1)

(2)

(3)

(1)

(2)

(3)

(4)

Sub-Zona perkebunan dengan kode P-3, sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf c dengan luas 114,92
(seratus empat belas koma sembilan dua) hektare
terdapat di :

a. SWP.IV.A pada Blok IV.A.2, Blok IV.A.3; dan

b. SWP.IV.B pada seluruh Blok.

Sub-Zona peternakan dengan kode P-4, sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf d dengan luas 98,04
(sembilan puluh delapan koma nol empat) hektare
terdapat di SWP IV.B pada Blok IV.B.2, Blok IV.B.3, dan
Blok IV.B.4.

Paragraf 3
Zona Pertambangan

Pasal 31
Zona Pertambangan dengan kode T sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 29 huruf b dengan luas 46,53
(empat puluh enam koma lima tiga) hektare meliputi:
a. Sub-Zona peruntukan pertambangan batuan
dengan kode MBT; dan
b. Sub-Zona pertambangan minyak dan gas bumi
dengan kode MG.
Sub-Zona peruntukan pertambangan batuan dengan
kode MBT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a
dengan luas 41,73 (empat puluh satu koma tujuh tiga)
hektare terdapat di SWP IV.B pada Blok IV.B.2 dan Blok
IV.B.3.
Sub-Zona pertambangan minyak dan gas bumi dengan
kode MG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan
luas 4,81 (empat koma delapan satu) hektare terdapat di
SWP.IV.A pada Blok IV.A.4.

Paragraf 4
Zona Perumahan

Pasal 32
Zona perumahan dengan kode R sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 29 huruf c dengan luas 804,11 (delapan
ratus empat koma satu satu) hektare meliputi:
a. Sub-Zona perumahan kepadatan tinggi dengan kode

R-2;

b. Sub-Zona perumahan kepadatan sedang dengan
kode R-3; dan

c. Sub-Zona perumahan kepadatan rendah dengan
kode R-4.

Sub-Zona perumahan kepadatan tinggi dengan kode R-2
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dengan
luas 162,14 (seratus enam puluh dua koma satu empat)
hektare terdapat di SWP IV.A pada seluruh Blok.
Sub-Zona perumahan kepadatan sedang dengan kode R-
3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dengan
luas 487,37 (empat ratus delapan puluh tujuh koma tiga
tujuh) hektare terdapat di SWP IV.A pada seluruh Blok
dan SWP IV.B pada seluruh Blok.

Sub-Zona perumahan kepadatan rendah dengan kode R-
4 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dengan
luas 154,60 (seratus lima puluh empat koma enam)
hektare terdapat di SWP IV.A pada seluruh Blok dan SWP
IV.B pada seluruh Blok.
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(1)

(2)

(3)

(4)

(1)

(2)

(3)

(4)

Paragraf 5
Zona Sarana Pelayanan Umum

Pasal 33
Zona sarana pelayanan umum dengan kode SPU
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf d dengan
luas 51,01 (lima puluh satu koma nol satu) hektare
meliputi:
a. Sub-Zona SPU skala kota dengan kode SPU-1;
b. Sub-Zona SPU skala kecamatan dengan kode SPU-2;
c. Sub-Zona SPU skala Kelurahan dengan kode SPU-3.
Sub-Zona SPU skala kota dengan kode SPU-1,
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dengan
luas 20,65 (dua puluh koma enam lima) hektare terdapat
di:
a. SWP IV.A pada seluruh Blok; dan
b. SWP IV.B pada Blok IV.B.2, Blok IV.B.3 dan Blok
IV.B.4.
Sub-Zona SPU skala kecamatan dengan kode SPU-2,
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dengan
luas 17,50 (tujuh belas koma lima) hektare terdapat di:
a. SWP IV.A pada seluruh Blok ; dan
b. SWP IV.B pada Blok IV.B.2, Blok IV.B.3 dan Blok
IV.B.4.
Sub-Zona SPU skala kelurahan dengan kode SPU-3,
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dengan
luas 12,85 (dua belas koma delapan lima) hektare
terdapat di:
a. SWP IV.A pada seluruh Blok ; dan
b. SWP IV.B pada Blok IV.B.2, Blok IV.B.3 dan Blok
IV.B.4.

Paragraf 6
Zona Perdagangan dan Jasa

Pasal 34
Zona perdagangan dan jasa dengan kode K sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 29 huruf e dengan luas 49,86
(empat puluh sembilan koma delapan enam) hektare
meliputi:
a. Sub-Zona perdagangan dan jasa skala kota dengan
kode K-1;
b. Sub-Zona perdagangan dan jasa skala WP dengan
kode K-2; dan
c. Sub-Zona perdagangan dan jasa skala SWP dengan
kode K-3.
Sub-Zona perdagangan dan jasa skala kota yang
selanjutnya disebut K-1 sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf a dengan luas 2,02 (dua koma nol dua)
hektare terdapat di SWP IV.A pada Blok IV.A.3.
Sub-Zona perdagangan dan jasa skala WP yang
selanjutnya disebut K-2 sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf b dengan luas 43,58 (empat puluh tiga
koma lima delapan) hektare terdapat di :
a. SWP IV.A pada seluruh Blok; dan
b. SWP IV.B pada Blok IV.B.4.
Sub-Zona perdagangan dan jasa skala SWP yang
selanjutnya disebut K-3 sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf c dengan luas 4,26 (empat koma dua
enam) hektare terdapat di:
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a. SWP IV.A pada Blok IV.A.1, Blok IV.A.3 dan Blok
IV.A.4; dan

b. SWP IV.B pada Blok IV.B.1, Blok IV.B.2, dan Blok
IV.B.3.

Paragraf 7
Zona Perkantoran

Pasal 35

(1) Zona perkantoran dengan kode KT sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 29 huruf f dengan luas 7,37
(tuyjuh koma tiga tujuh) hektare berupa Sub-Zona
perkantoran dengan kode KT.

(2) Sub-Zona perkantoran dengan kode KT sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dengan luas 7,37 (tujuh koma
tiga tujuh) hektare terdapat di SWP IV.A pada seluruh
Blok dan SWP IV.B pada seluruh Blok.

Paragraf 8
Zona Transportasi

Pasal 36

(1) Zona Transportasi dengan kode TR sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 29 huruf g dengan luas 50,62
(lima puluh koma enam dua) hektare berupa Sub-Zona
transportasi dengan kode TR.

(2) Sub-Zona transportasi dengan kode TR sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dengan luas 50,62 (lima puluh
koma enam dua) hektare terdapat di :

a. SWP IV.A pada Blok IV.A.1, Blok IV.A.2, dan Blok
IV.A.3; dan
b. SWP.IV.B pada Blok IV.B.3.

Paragraf 9
Zona Peruntukan Lainnya

Pasal 37

(1) Zona peruntukan lainnya dengan kode PL sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 29 huruf h dengan luas 20,62
(dua puluh koma enam dua) hektare berupa Sub-Zona
pergudangan dengan kode PL-6.

(2) Sub-Zona pergudangan dengan kode PL-6 sebagaimana
dimaksud ayat (1) dengan luas 20,62 (dua puluh koma
enam dua) hektare terdapat di:

a. SWP IV.A pada seluruh Blok ; dan
b. SWP IV.B pada Blok IV.B.2 dan Blok IV.B.3.

Paragraf 10
Zona Badan Jalan

Pasal 38

(1) Zona badan jalan dengan kode BJ sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 29 huruf i dengan luas 36,66 (tiga puluh
enam koma enam enam) hektare berupa Sub-Zona badan
jalan dengan kode BJ.

(2) Sub-Zona badan jalan dengan kode BJ sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dengan luas 36,66 (tiga puluh
enam koma enam enam) hektare terdapat di SWP IV.A
pada seluruh Blok dan SWP IV.B pada seluruh Blok.
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(1)

(2)

(3)

(1)

(2)

(1)

(2)

(3)

(4)

BABV
KETENTUAN PEMANFAATAN RUANG

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 39
Ketentuan pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 2 huruf d, merupakan acuan dalam
mewujudkan rencana Struktur Ruang dan rencana Pola
Ruang sesuai dengan RDTR Kawasan Perkotaan
Tanantovea dan Labuan.
Terhadap Konfirmasi KKKPR yang telah diterbitkan,
dilakukan penilaian pelaksanaan Konfirmasi KKKPR
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan untuk menilai kepatuhan pelaksanaan
KKKPR.
Pertimbangan dalam pelaksanaan revisi RDTR, selain
didasarkan pada hasil penilaian pelaksanaan KKKPR,
juga memperhatikan KKKPR yang telah diterbitkan.

Bagian Kedua
Pelaksanaan Konfirmasi Kesesuaian
Kegiatan Pemanfaatan Ruang

Pasal 40
Pelaksanaan KKKPR di WP Kawasan Perkotaan
Tanantovea dan Labuan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 39 ayat (2) huruf a dilaksanakan sesuai dengan
ketentuan perundang-undangan.
KKKPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi
pertimbangan dalam pelaksanaan revisi RDTR.

Bagian Ketiga
Program Pemanfaatan Ruang Prioritas

Pasal 41
Program Pemanfaatan Ruang prioritas sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 39 ayat (2) huruf b
diselenggarakan dengan pengembangan program utama
jangka menengah 5 (lima) tahunan yang terdiri atas
meliputi:
a. program perwujudan;
b. lokasi;
c. sumber pendanaan;
d. instansi pelaksana; dan
e. waktu dan tahapan pelaksanaan.
Program perwujudan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) huruf a meliputi:
a. program perwujudan rencana Struktur Ruang; dan
b. program perwujudan rencana Pola Ruang.
Lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b
terdapat di SWP dan/atau Blok.
Sumber pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf ¢ meliputi:
a. anggaran pendapatan dan belanja negara;
b. anggaran pendapatan dan belanja daerah Provinsi
Sulawesi Tengah;
c. anggaran pendapatan dan  belanja daerah
Kabupaten Donggala;
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(6)

(7)

d. swasta;

e. Masyarakat; dan/atau

f.  sumber pembiayaan lain yang sah sesuai dengan
peraturan perundang-undangan.

Instansi pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

huruf d meliputi:

a. kementerian/lembaga;

b. perangkat daerah;

C. swasta;

d. Masyarakat; dan/atau

e. pemangku kepentingan lainnya.

Waktu dan tahapan pelaksanaan sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) huruf e meliputi:

a. tahap I pada periode tahun 2024;

b. tahap II dari tahun 2025 sampai 2029;

c. tahap III dari tahun 2030 sampai 2034;

d. tahap IV dari tahun 2035 sampai 2039; dan

e. tahap V dari tahun 2040 sampai 2044

Program Pemanfaatan Ruang prioritas sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran XIII

yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan

Bupati ini.

BAB VI
PERATURAN ZONASI

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 42

PZ sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf e meliputi:

a.

b.

Aturan dasar; dan
TPZ.

Bagian Kedua
Aturan Dasar

Paragraf 1
Umum

Pasal 43

Aturan dasar sebagaimana dimaksud pada Pasal 42 meliputi:

oo TP

ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan;
ketentuan intensitas pemanfaatan ruang;
ketentuan tata bangunan;

ketentuan prasarana dan sarana minimal;
ketentuan khusus; dan

ketentuan pelaksanaan.

Paragraf 2
Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan

Pasal 44

(1) Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 42 huruf a terdiri atas:

a. Kklasifikasi I merupakan pemanfaatan
diperbolehkan /diizinkan;

b. klasifikasi T merupakan pemanfaatan bersyarat
secara terbatas;

c. Kklasifikasi B merupakan pemanfaatan bersyarat
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(2)

(4)

tertentu; dan/atau

d. Kklasifikasi X merupakan pemanfaatan yang tidak
diperbolehkan.

Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan yang

diperbolehkan /diizinkan dengan klasifikasi I

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan

kategori kegiatan dan penggunaan lahan pada suatu

Zona atau Sub-Zona yang sesuai dengan rencana

peruntukan ruang.

Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan yang

bersyarat secara terbatas dengan klasifikasi T

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan

kategori kegiatan dan penggunaan lahan yang dibatasi
dengan ketentuan sebagai berikut:

a. Kklasifikasi T1 berupa pembatasan waktu operasional
berupa durasi dan/atau jam operasi kegiatan;

b. klasifikasi T2 pembatasan intensitas ruang atau
luas, baik dalam bentuk pembatasan luas
maksimum kegiatan di dalam Sub-Zona maupun di
dalam kavling tanah, dengan tujuan untuk
mengurangi dominasi pemanfaatan ruang di
sekitarnya;

c. Kklasifikasi T3  berupa pembatasan jumlah
pemanfaatan, jika pemanfaatan yang diusulkan
telah ada dan mampu melayani kebutuhan;

d. klasifikasi T4 terbatas hanya pada kegiatan industri
skala mikro dan kecil;

e. Kklasifikasi TS terbatas pada lahan/tanah yang telah
memiliki hak atas tanah sebelum Peraturan Bupati
ini berlaku; dan

f.  klasifikasi T6 terbatas hanya berada di Blok IV.A.1,
Blok IV.A.2, Blok IV.A.2, dan Blok IV.B.2.

Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan secara
bersyarat tertentu dengan klasifikasi B sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan kategori
kegiatan dan penggunaan lahan yang diperbolehkan atau
diizinkan secara bersyarat atau memiliki persyaratan
yang harus dipenuhi dapat berupa persyaratan umum
dan persyaratan khusus bertujuan untuk mengurangi
tingkat risiko dampak yang besar terhadap lingkungan
sekitarnya melalui pengelolaan, inovasi atau rekayasa
dengan ketentuan sebagai berikut:

a. Kklasifikasi B1 menyediakan prasarana limbah dan
persampahan yang memperhitungkan dampak
lingkungan;

b. klasifikasi B2 menyediakan tempat parkir dan tidak
menghambat laju lalu lintas;

c. klasifikasi B3 berjarak = 500 meter dari zona
perumahan, zona perdagangan dan jasa, dan zona
perkantoran;

d. Kklasifikasi B4 berjarak > 100 meter dari zona
perumahan, zona perdagangan dan jasa, dan zona
perkantoran;

e. Kklasifikasi BS khusus  pengeringan  kakao,
mengambil bahan baku dari perkebunan sekitar;

f.  klasifikasi B6 khusus pengolahan daun teh kering,
mengambil bahan baku dari perkebunan sekitar;

g. klasifikasi B7 khusus pengolahan biji mentah kopi,
mengambil bahan baku dari perkebunan sekitar;

h. klasifikasi B8 bersyarat mengambil bahan baku dari
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(5)

(6)

(8)

hutan tanaman industri/perkebunan;

i.  Kklasifikasi B9 bersyarat mengambil bahan baku dari
kawasan tambang sekitar;

j-  klasifikasi B10 bersyarat mengambil bahan baku
dari perkebunan sekitar;

k. klasifikasi B11 bersyarat mengambil bahan baku
dari peternakan sapi sekitar;

l. Kklasifikasi B12 bersyarat berlokasi di proyek
konstruksi industri;

m. klasifikasi B13 bersyarat berlokasi di pesisir laut;

n. klasifikasi B14 khusus ship breaking, berlokasi di
area pelabuhan/pesisir laut;

o. Kklasifikasi B15 bersyarat mendekati instalasi kilang
minyak bumi;

p. klasifikasi B16 bersyarat mendekati lokasi/sumber
bahan baku tambang;

q.- Kklasifikasi B17 khusus air mineral, bersyarat
mendekati sumber mata air;

r. klasifikasi B18 bersyarat menjauhi permukiman
kepadatan tinggi dan menengah; dan

s. klasifikasi B19 bersyarat terintegrasi dengan produk
yang dikemas.

Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan yang tidak

diperbolehkan dengan klasifikasi X sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) huruf d merupakan kegiatan dan

penggunaan lahan yang memiliki sifat tidak sesuai

dengan peruntukan lahan yang direncanakan dan dapat

menimbulkan dampak yang cukup besar bagi lingkungan

dan sekitarnya.

Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) meliputi:

a. Zona Lindung; dan

b. Zona Budi Daya.

Zona Lindung sebagaimana dimaksud pada ayat (6)

huruf a meliputi:

a. Zona perlindungan setempat dengan kode PS berupa
Sub-Zona perlindungan setempat dengan kode PS;

b. Zona Ruang Terbuka Hijau dengan kode RTH

meliputi:

1. Sub-Zona taman kecamatan dengan kode RTH-
3;

2. Sub-Zona taman kelurahan dengan kode RTH-
4;

3. Sub-Zona taman RW dengan kode RTH-5; dan
4. Sub-Zona pemakaman dengan kode RTH-7.
c. Zona badan air dengan kode BA
Zona Budi Daya sebagaimana dimaksud pada ayat (6)
huruf b meliputi:
a. Zona pertanian dengan kode P meliputi:
1. Sub-Zona tanaman pangan dengan kode P-1;
2. Sub-Zona hortikultura dengan kode P-2;
3. Sub-Zona perkebunan dengan kode P-3; dan
4. Sub-Zona peternakan dengan kode P-4.
b. Zona pertambangan dengan kode T meliputi:
1. Sub-Zona peruntukan pertambangan batuan
dengan kode MBT; dan
2. Sub-Zona pertambangan minyak dan gas bumi
dengan kode MG.
c. Zona perumahan dengan kode R meliputi:
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(1)

2

(1)

1. Sub-Zona perumahan kepadatan tinggi dengan
kode R-2;
2. Sub-Zona perumahan kepadatan sedang
dengan kode R-3; dan
3. Sub-Zona perumahan kepadatan rendah
dengan kode R-4.
d. Zona sarana pelayanan umum dengan kode SPU
meliputi:
1. Sub-Zona SPU skala kota dengan kode SPU-1;
2. Sub-Zona SPU skala kecamatan dengan kode
SPU-2; dan
3. Sub-Zona SPU skala kelurahan dengan kode
SPU-3.
e. Zona perdagangan dan jasa dengan kode K meliputi:
1. Sub-Zona perdagangan dan jasa skala kota
dengan kode K-1;
2. Sub-Zona perdagangan dan jasa skala WP
dengan kode K-2; dan
3. Sub-Zona perdagangan dan jasa skala SWP
dengan kode K-3.
f.  Zona perkantoran dengan kode KT berupa Sub-Zona
perkantoran dengan kode KT;
g. Zona transportasi dengan kode TR berupa Sub-Zona
transportasi dengan kode TR;
h. Zona peruntukan lainnya dengan kode PL berupa
Sub-Zona pergudangan dengan kode PL-6; dan
i.  Zona badan jalan dengan kode BJ berupa Sub-Zona
badan jalan dengan kode BJ.
Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran XIV
yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan
Bupati ini.

Paragraf 3
Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang

Pasal 45
Ketentuan intensitas pemanfaatan ruang sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 42 huruf b merupakan ketentuan
mengenai besaran pembangunan yang diizinkan pada
suatu Zona atau Sub-Zona meliputi:
a. koefisien dasar bangunan (KDB) maksimum,;
b. koefisien lantai bangunan (KLB) maksimum,;
c. koefisien dasar hijau (KDH) minimal;
d. koefisien tapak basement (KTB) maksimum; dan
e. luas kaveling minimum.
Ketentuan intensitas pemanfaatan ruang sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran XV
yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan
Bupati ini.

Paragraf 4
Ketentuan Tata Bangunan

Pasal 46
Ketentuan tata bangunan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 42 huruf ¢ merupakan ketentuan yang mengatur
bentuk, besaran, peletakan dan tampilan bangunan pada
suatu zona atau Sub-Zona meliputi:
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(2)

(3)

(1)

(2)

(3)

ketinggian bangunan (TB) maksimum,;

garis sempadan bangunan (GSB) minimum;

jarak bebas samping (JBS) minimum,;

jarak bebas belakang (JBB) minimum; dan

e. struktur bangunan gedung dan non gedung.
Struktur bangunan gedung dan non gedung sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf e, mengacu pada tata cara
perencanaan ketahanan gempa berdasarkan SNI tentang
tata cara perencanaan ketahanan gempa untuk struktur
bangunan gedung dan nongedung dan/atau peraturan
perundang-undangan.

Ketentuan tata bangunan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1), dimuat dalam tabel ketentuan tata bangunan
sebagaimana tercantum pada Lampiran XV yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan
Bupati ini.

oo

Paragraf 5

Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal

Pasal 47
Ketentuan prasarana dan sarana minimal sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 42 huruf d mengatur jenis
prasarana dan sarana pendukung minimal apa saja yang
harus ada pada setiap zona peruntukan.
Ketentuan prasarana dan sarana minimal sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) berfungsi sebagai kelengkapan
dasar fisik lingkungan dalam rangka menciptakan
lingkungan yang nyaman melalui penyediaan prasarana
dan saran yang sesuai agar zona berfungsi secara
optimal.
Ketentuan prasarana dan sarana minimal sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran XVI
yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan
Bupati ini.

Paragraf 6
Ketentuan Khusus

Pasal 48

Ketentuan khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42
huruf e terdiri atas:

0o o

(2)

lahan pertanian pangan berkelanjutan;
kawasan rawan bencana;

tempat evakuasi bencana,;

kawasan sempadan; dan

kawasan pertambangan mineral dan batubara.

Pasal 49

Ketentuan khusus lahan pertanian pangan berkelanjutan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 huruf a dengan
luas 182,77 (seratus delapan puluh dua koma tujuh
tujuh) hektare meliputi Zona pertanian dengan kode P
berupa Sub-Zona tanaman pangan dengan kode P-1
terdapat di SWP IV.A pada Blok IV.A.3 dan SWP IV.B
pada Blok IV.B.3 dan Blok IV.B.4.

Ketentuan khusus lahan pertanian pangan berkelanjutan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
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(3)

(1)

(2)

a. lahan pertanian tanaman pangan yang ditetapkan
merupakan lahan pertanian pangan berkelanjutan
yang dilarang dialihfungsikan;

b. alih fungsi hanya dapat dilakukan oleh pemerintah
atau pemerintah daerah dalam rangka pengadaan
tanah untuk proyek strategis nasional kepentingan
umum dan/atau bencana alam;

c. setiap orang yang melakukan alih fungsi pada lahan
pertanian pangan berkelanjutan di luar ketentuan
yang berlaku wajib mengembalikan keadaan tanah
lahan pertanian pangan berkelanjutan seperti
keadaan semula;

d. alih fungsi lahan pertanian pangan berkelanjutan
yang dilakukan dalam rangka pengadaan tanah
untuk  kepentingan umum = terbatas pada
kepentingan umum dengan jenis kegiatan yang
diatur dalam peraturan perundang-undangan yang
berlaku;

e. dalam hal alih fungsi lahan pertanian pangan
berkelanjutan dilakukan karena terjadi bencana,
lahan pengganti wajib disediakan oleh Pemerintah
dan/atau pemerintah daerah; dan

f.  insentif yang diberikan oleh Pemerintah, Pemerintah
Provinsi, dan/atau Pemerintah Kabupaten kepada
pemilik lahan dan penggarap yang mempertahankan
lahannya diatur sesuai ketentuan peraturan
perundang-undangan.

Ketentuan khusus lahan pertanian pangan berkelanjutan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam
peta dengan tingkat ketelitian geometri dan ketelitian
detail informasi skala 1:5.000 (satu banding lima ribu)
tercantum dalam Lampiran XVII yang merupakan bagian
tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 50

Ketentuan khusus kawasan rawan bencana sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 47 huruf b, terdiri atas:

a. ketentuan khusus rawan bencana gerakan tanah
tingkat sangat tinggi;

b. ketentuan khusus rawan bencana gerakan tanah
tingkat tinggi;

c. ketentuan khusus rawan bencana tsunami tingkat
sangat tinggi; dan

d. ketentuan khusus rawan bencana tsunami tingkat
tinggi.

Ketentuan khusus rawan bencana gerakan tanah tingkat

sangat tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf

a meliputi:

a. Zona perlindungan setempat dengan kode PS
terdapat di SWP IV.A pada Blok IV. A.4 dan SWP
IV.B pada Blok IV. B.4.

b. Zona Ruang Terbuka Hijau dengan kode RTH
meliputi;

1. Sub-Zona pemakaman dengan kode RTH-7
terdapat di SWP IV.A pada Blok IV.A.4.

C. Zona pertanian dengan kode P meliputi:

1. Sub-Zona hortikultura dengan kode P-2
terdapat di:
a) SWP IV.A pada Blok IV.A.4; dan
b) SWP IV.B pada Blok IV.B.1 dan Blok
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(3)

(4)

IV.B.4.
2. Sub-Zona perkebunan dengan kode P-3
terdapat di SWP IV.B pada Blok IV.B.1.
3. Sub-Zona peternakan dengan kode P-4 terdapat
di SWP IV.B pada Blok IV.B.4.
Zona perumahan dengan kode R berupa Sub-Zona
perumahan kepadatan rendah dengan kode R-4
terdapat di SWP IV.B pada Blok IV.B.4.
Zona sarana pelayanan umum dengan kode SPU
berupa Sub-Zona SPU skala kecamatan dengan
kode SPU-2 terdapat di SWP IV.B pada Blok IV.B.4.

Ketentuan khusus rawan bencana gerakan tanah tingkat
tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b
meliputi:

a.

Zona perlindungan setempat dengan kode PS
terdapat di SWP IV.A pada Blok IV. A.4 dan SWP
IV.B pada Blok IV. B.4.

Zona Ruang Terbuka Hijau dengan kode RTH berupa

Sub-Zona pemakaman dengan RTH-7 terdapat di:

1. SWP IV.A pada Blok IV.A.4; dan

2. SWPIV.B pada Blok IV.B.4.

Zona pertanian dengan kode P meliputi:

1. Sub-Zona hortikultura dengan kode P-2
terdapat di:

a) SWPIV.A pada Blok IV.A.4; dan
b) SWP IV.B pada Blok IV.B.1 dan Blok
IV.B.4.

2. Sub-Zona perkebunan dengan kode P-3
terdapat di SWP IV.B pada Blok IV.B.1.

3. Sub-Zona peternakan dengan kode P-4 terdapat
di SWP IV.B pada Blok IV.B.4.

Zona perumahan dengan kode R meliputi:

1. Sub-Zona perumahan kepadatan sedang
dengan kode R-3 terdapat di SWP IV.B pada
Blok IV.B.4.

2. Sub-Zona perumahan kepadatan rendah
dengan kode R-4 terdapat di :

a) SWP IV.A pada Blok IV.A.4; dan
b) SWP IV.B pada Blok IV.B.4.

Zona sarana pelayanan umum dengan kode SPU

meliputi:

1. Sub-Zona SPU skala kecamatan dengan kode
SPU-2 terdapat di SWP IV.B pada Blok IV.B.4;
dan

2. Sub-Zona SPU skala kelurahan dengan kode
SPU-3 terdapat di SWP.IV.B pada Blok IV.B.4.

Zona perdagangan dan jasa dengan kode K berupa

Sub-Zona perdagangan dan jasa skala WP dengan

kode K-2 terdapat di:

1. SWP IV.A pada Blok IV.A.4; dan

2. SWP IV.B pada Blok IV.B.4.

Ketentuan khusus rawan bencana tsunami tingkat
sangat tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf
¢ meliputi:

a.

Zona Ruang Terbuka Hijau dengan kode RTH berupa
Sub-Zona taman kelurahan dengan kode RTH-5
terdapat di SWP IV.A pada Blok IV.A.4.

Zona pertanian dengan kode P berupa terdapat di
Sub-Zona hortikultura dengan kode P-2 terdapat di
SWP IV.A pada Blok IV.A.1.
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Cc. Zona pertambangan dengan kode T meliputi:

1. Sub-Zona pertambangan minyak dan gas bumi
dengan kode MG terdapat di SWP IV.A Blok
IV.A.4.

d. Zona perumahan dengan kode R meliputi:

1. Sub-Zona perumahan kepadatan tinggi dengan
kode R-2 terdapat di SWP IV.A pada Blok
IV.A.1;

2. Sub-Zona perumahan kepadatan sedang
dengan kode R-3 terdapat di SWP IV.A pada
Blok IV.A.1, Blok IV.A.3, dan Blok IV.A.4; dan

3. Sub-Zona perumahan kepadatan rendah
dengan kode R-4 terdapat di SWP IV.A pada
seluruh Blok.

e. Zona sarana pelayanan umum dengan kode SPU
berupa Sub-Zona SPU skala kecamatan dengan
kode SPU-2 terdapat di SWP IV.A pada Blok IV.A.1.

f.  Zona perdagangan dan jasa dengan kode K meliputi:

1. Sub-Zona perdagangan dan jasa skala WP
dengan kode K-2 terdapat di SWP IV.A pada
Blok IV.A.1 dan Blok IV.A.2.

2. Sub-Zona perdagangan dan jasa skala SWP
dengan kode K-3 terdapat di SWP IV.A pada
Blok IV.A.1.

g. Zona perkantoran dengan kode KT berupa Sub-Zona
perkantoran dengan kode KT terdapat di SWP IV.A
pada Blok IV.A.1, Blok IV.A.2, dan Blok IV.A.4.

h. Zona peruntukan lainnya dengan kode PL berupa
Sub-Zona pergudangan dengan kode PL-6 terdapat
di SWP IV.A pada Blok IV.A.1 dan Blok IV.A.4.

i.  Zona transportasi dengan kode TR berupa Sub-Zona
transportasi dengan kode TR terdapat di SWP IV.A
pada Blok IV.A.1, Blok IV.A.2, dan IV.A.3.

(5) Ketentuan khusus rawan bencana tsunami tingkat tinggi
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi:

a. Zona perumahan dengan kode R berupa Sub-Zona
perumahan kepadatan rendah dengan kode R-4
terdapat di SWP IV.A pada Blok IV.A.1 dan Blok
IV.A.2;

b. Zona sarana pelayanan umum dengan kode SPU
berupa Sub-Zona SPU skala kelurahan dengan kode
SPU-3 terdapat di SWP IV.A pada Blok IV.A.1.

c. Zona perdagangan dan jasa dengan kode K meliputi:
1. Sub-Zona perdagangan dan jasa skala WP

dengan kode K-2 terdapat di SWP IV.A pada Blok
IV.A.1; dan

2. Sub-Zona perdagangan dan jasa skala SWP

dengan kode K-3 terdapat di SWP IV.A pada Blok
IV.A.1.

d. Zona transportasi dengan kode TR berupa Sub-Zona
transportasi dengan kode TR terdapat di SWP IV.A
pada Blok IV.A.2 dan Blok IV.A.3.

(6) Ketentuan khusus rawan bencana gerakan tanah tingkat
sangat tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf
a ditetapkan sebagai berikut:

a. Kegiatan pertanian yang mengurangi kestabilan
lereng harus dilengkapi dengan dinding penahan
tanah yang didesain sesuai dengan ketentuan teknis
yang berlaku;
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hunian terbatas hanya untuk rumah tunggal dengan
kepadatan di bawah 50 (lima puluh) unit/hektare;
ketentuan KDB untuk perumahan, sarana
pelayanan umum dikurangi 10% (sepuluh persen)
dari aturan dasar;

semua bangunan yang akan dibangun atau
direkonstruksi harus menggunakan retaining wall
dengan konstruksi beton bertulang yang memiliki
kekuatan sesuai untuk menahan longsoran, dengan
posisi tegak lurus terhadap kemungkinan arah
aliran sedimen untuk mengurangi kekuatan aliran
sedimen tersebut;

tidak boleh ada bagian terbuka bangunan yang
searah dengan aliran sedimen;

Bangunan dilengkapi pintu evakuasi darurat dengan
arah tegak lurus dari arah aliran sedimen;
pemotongan atau pengerukan (cut or fil) tanah
harus lebih rendah dari 5 (lima) meter dan diperkuat
dengan dinding beton bertulang;

. perlu dilakukan pemantauan gerakan tanah dan

aliran debris secara berkala; dan

semua bangunan yang sudah terbangun sebelum
ditetapkannya Peraturan Bupati ini dan tidak sesuai
dengan ketentuan dalam ketentuan khusus ini,
wajib melakukan upaya pengurangan risiko bencana
sesuai dengan rekomendasi teknis dari instansi yang
berwenang di bidang mitigasi bencana geologi.

(7) Ketentuan khusus rawan bencana gerakan tanah tingkat
tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b
ditetapkan sebagai berikut:

a.

Kegiatan pertanian yang mengurangi kestabilan
lereng harus dilengkapi dengan dinding penahan
tanah yang didesain sesuai dengan ketentuan teknis
yang berlaku;

hunian terbatas hanya untuk rumah tunggal dengan
kepadatan di bawah 50 (lima puluh) unit/hektare;
ketentuan KDB untuk perumahan, sarana
pelayanan umum dikurangi 10% (sepuluh persen)
dari aturan dasar;

semua bangunan yang akan dibangun atau
direkonstruksi harus menggunakan retaining wall
dengan konstruksi beton bertulang yang memiliki
kekuatan sesuai untuk menahan longsoran, dengan
posisi tegak lurus terhadap kemungkinan arah
aliran sedimen untuk mengurangi kekuatan aliran
sedimen tersebut;

tidak boleh ada bagian terbuka bangunan yang
searah dengan aliran sedimen;

Bangunan dilengkapi pintu evakuasi darurat dengan
arah tegak lurus dari arah aliran sedimen;
pemotongan atau pengerukan (cut or fil) tanah
harus lebih rendah dari 5 (lima) meter dan diperkuat
dengan dinding beton bertulang; dan

perlu dilakukan pemantauan gerakan tanah dan
aliran debris secara berkala; dan

semua bangunan yang sudah terbangun sebelum
ditetapkannya Peraturan Bupati ini dan tidak sesuai
dengan ketentuan dalam ketentuan khusus ini,
wajib melakukan upaya pengurangan risiko bencana
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(8)

(9)

(10)

sesuai dengan rekomendasi teknis dari instansi yang
berwenang di bidang mitigasi bencana geologi.

Ketentuan khusus kawasan rawan bencana tsunami

tingkat sangat tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) huruf c ditetapkan sebagai berikut:

a. kegiatan perumahan, perdagangan dan jasa, sarana
pelayanan umum, pertahanan dan keamanan,
pertambangan, transportasi, dan peruntukkan lainnya
wajib menerapkan;

1. konstruksi bangunan tahan gempa dan dapat
berfungsi ganda sebagai tempat evakuasi vertikal
bencana tsunami dan gelombang ekstrim;

2. struktur bertingkat minimal 2 (dua) lantai yang
dapat juga sekaligus difungsikan sebagai Tempat
Evakuasi Sementara tsunami dan gelombang
pasang;

3. pemberlakuan jarak bebas samping (JBS) minimum
dan atau jarak bebas belakang (JBB) minimum 1
meter searah menjauh dari pantai dan dilarang
membangun pagar;

4. penyediaan prosedur standar evakuasi, jalur dan
tempat evakuasi/ meeting point;, dan

5. pengembangan mitigasi struktural alami dan/atau
struktur buatan.

b. penyediaan bangunan pengaman pantai, vegetasi
sabuk hijau dan sistem peringatan dini untuk mitigasi
bencana tsunami dan gelombang ekstrim; dan

Ketentuan khusus rawan bencana tsunami tingkat tinggi

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d ditetapkan

sebagai berikut:

a. kegiatan perumahan, perdagangan dan jasa, sarana
pelayanan umum, pertahanan dan keamanan,
pertambangan, transportasi, dan peruntukkan lainnya
wajib menerapkan;

1. konstruksi bangunan tahan gempa dan dapat
berfungsi ganda sebagai tempat evakuasi vertikal
bencana tsunami dan gelombang ekstrim;

2. struktur bertingkat minimal 2 (dua) lantai yang
dapat juga sekaligus difungsikan sebagai Tempat
Evakuasi Sementara tsunami dan gelombang
pasang;

3. pemberlakuan jarak bebas samping (JBS) minimum
dan atau jarak bebas belakang (JBB) minimum 1
meter searah menjauh dari pantai dan dilarang
membangun pagar;

4. penyediaan prosedur standar evakuasi, jalur dan
tempat evakuasi/ meeting point, dan

5. pengembangan mitigasi struktural alami dan/atau
struktur buatan.

b. penyediaan bangunan pengaman pantai, vegetasi
sabuk hijau dan sistem peringatan dini untuk mitigasi
bencana tsunami dan gelombang ekstrim; dan

Ketentuan khusus kawasan rawan bencana sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan

tingkat ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi
skala 1:5.000 (satu banding lima ribu) tercantum dalam

Lampiran XVIII yang merupakan bagian tidak

terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
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(1)

(2)

(3)

(4)

Pasal 51

Ketentuan khusus tempat evakuasi bencana

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 huruf c, meliputi:

a. tempat evakuasi sementara; dan

b. tempat evakuasi akhir.

Tempat evakuasi sementara sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) huruf a meliputi:

a. Zona Ruang Terbuka Hijau dengan kode RTH
meliputi:

1. Sub-Zona taman kecamatan dengan kode RTH-
3 terdapat di SWP IV.B pada Blok IV.B.3

2. Sub-Zona taman kelurahan dengan kode RTH-4
terdapat di SWP IV.A pada Blok IV.A.1 dan Blok
IV.A.2.

3. Sub-Zona taman RW dengan kode RTH-5
terdapat di SWP IV.B pada Blok IV.B.3.

b. Zona pertanian dengan kode P berupa Sub-Zona
tanaman pangan dengan kode P-1 terdapat di SWP
IV.B pada Blok IV.B.3;

Cc. Zona sarana pelayanan umum dengan kode SPU
meliputi:

1. Sub-Zona SPU skala kota dengan kode SPU-1
terdapat di SWP IV.B pada Blok IV.B.3.
2. Sub-Zona SPU skala kecamatan dengan kode
SPU-2 terdapat di :
a) SWP IV.A pada Blok IV.A.1, Blok IV.A.2 dan
Blok IV.A.3; dan
b) SWP IV.B pada Blok IV.B.3 dan Blok IV.B.4.
3. Sub-Zona SPU skala kelurahan dengan kode
SPU-3 terdapat di :
a) SWP IV.A pada Blok IV.A.1, Blok IV.A.3 dan
Blok IV.A.4; dan
b) SWP IV.B pada Blok IV.B.2, Blok IV.B.3 dan
Blok IV.B.4.

d. Zona perumahan dengan kode R meliputi:

1. Sub-Zona perumahan kepadatan tinggi dengan
kode R-1 terdapat di SWP IV.A pada Blok
IV.A.1; dan

2. Sub-Zona perumahan kepadatan sedang
dengan kode R-2 terdapat di SWP IV.A pada
Blok IV.A.4 dan SWP IV.B pada Blok IV.B.3

Tempat evakuasi akhir sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) huruf b meliputi

a. Zona Ruang Terbuka Hijau dengan kode RTH
meliputi Sub-Zona taman kelurahan dengan kode
RTH-4 terdapat di SWP IV.A pada Blok IV.A.3 dan
Blok IV.A.4.

b. Zona perumahan dengan kode R meliputi Sub-Zona
perumahan kepadatan sedang dengan kode R-2
terdapat di SWP.IV.B pada Blok IV.B.3.

C. Zona sarana pelayanan umum dengan kode SPU
meliputi Sub-Zona SPU skala kelurahan dengan
kode SPU-3 terdapat di SWP IV.A pada Blok IV.A.1.

Ketentuan  khusus tempat evakuasi sementara

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:

a. menyediakan rambu-rambu penanda jalur evakuasi,
rambu tempat evakuasi bencana, dan sistem
peringatan dini;

b. menyediakan peralatan dan perlengkapan pendukung
meliputi:
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(S)

(6)

(1)

(2)

1) tenda darurat

2) MCK;

3) APAR (alat pemadam api ringan);
4) genset listrik;

5) lampu darurat;

6) peralatan medis;

7) peralatan masak dan makan;

8) selimut; dan

9) sumur bor.

Ketentuan khusus tempat evakuasi akhir sebagaimana

dimaksud pada ayat (3) meliputi:

a. menyediakan rambu-rambu penanda jalur evakuasi,
rambu tempat evakuasi bencana, dan sistem
peringatan dini;

b. menyediakan peralatan dan perlengkapan pendukung

meliputi:
1) tenda darurat
2) MCK;

3) genset listrik;

4) lampu darurat;

5) peralatan medis;

6) peralatan masak dan makan;

7) selimut;

8) sumur bor; dan

9) alat pemadam api ringan.
c. menanam hortikultura lokal tahunan, seperti

tanaman kelor, dan lain-lain.
Ketentuan khusus tempat evakuasi bencana
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam
peta dengan tingkat ketelitian geometri dan ketelitian
detail informasi skala 1:5.000 (satu banding lima ribu)
tercantum dalam Lampiran XIX yang merupakan bagian
tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 52

Ketentuan khusus kawasan sempadan sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 48 huruf d meliputi :

a. kawasan sempadan pantai;

b. kawasan sempadan sungai; dan

c. kawasan sempadan ketenagalistrikan.

Kawasan sempadan pantai sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) huruf a meliputi:

a. Zona pertambangan dengan kode T berupa Sub-Zona
pertambangan minyak dan gas bumi dengan kode MG
pada SWP IV.A pada Blok IV.A.4.

b. Zona perumahan dengan kode R meliputi :

1. Sub-Zona perumahan kepadatan sedang dengan
kode R-3 terdapat di SWP IV.A pada Blok IV.A.3
dan Blok IV.A.4.

2. Sub-Zona perumahan kepadatan rendah dengan
kode R-4 terdapat di SWP IV.A pada seluruh Blok.

c. Zona perdagangan dan jasa dengan kode K pada Sub-
Zona perdagangan dan jasa skala WP dengan kode K-
2 terdapat di SWP.IV.A pada Blok IV.A.1 dan Blok
IV.A.2;

d. Zona transportasi dengan kode TR pada Sub-Zona
transportasi dengan kode TR terdapat di SWP.IV.A
pada Blok.IV.A.1, Blok.IV.A.2 dan Blok IV.A.3.

e. Zona peruntukan lainnya dengan kode PL berupa
sub-zona pergudangan dengan kode PL-6 terdapat di
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SWP IV.A pada Blok IV.A.4.
(3) Kawasan sempadan sungai sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf b meliputi:

a. Zona pertanian dengan kode P meliputi:

1. Sub-Zona tanaman pangan dengan kode P-1
meliputi SWP IV.A pada Blok IV.A.3.
2. Sub-Zona hortikultura dengan kode P-2 meliputi:
a) SWP IV.A pada Blok IV.A.2, Blok IV.A.3, dan
Blok IV.A.4.
b) SWP IV.B pada Blok IV.B.2, Blok IV.B.3; dan
Blok IV.B.4.
3. Sub-Zona perkebunan dengan kode P-3 meliputi:
a) SWP IV.A pada Blok IV.A.2; Blok IV.A.3;
b) SWP IV.B pada Blok IV.B.2 dan Blok IV.B.3.
4. Sub-Zona peternakan dengan kode P-4 terdapat di
SWP IV.B pada Blok IV.B.4

b. Zona pertambangan dengan kode T meliputi Sub-
Zona peruntukkan pertambangan batuan dengan
kode MBT terdapat di SWP.IV.A pada Blok IV.A.2 dan
Blok IV.A.3.

c. Zona perumahan dengan kode R meliputi :

1. Sub-Zona perumahan kepadatan tinggi dengan
kode R-1 terdapat di SWP.IV.A pada Blok IV.A.1,
Blok IV.A.2, dan Blok IV.A.3.

2. Sub-Zona perumahan kepadatan sedang dengan
kode R-2 meliputi :

a) SWP IV.A pada seluruh Blok. dan
b) SWP IV.B pada Blok IV.B.1, Blok IV.B.2; dan
Blok IV.B.3.

3. Sub-Zona perumahan kepadatan rendah dengan

kode R-3 meliputi:
a) SWP IV.A pada seluruh Blok; dan
b) SWP IV.B pada Blok IV.B.2 dan Blok IV.B.3.

d. Zona sarana pelayanan umum dengan kode SPU
meliputi :

1. Sub-Zona SPU skala kota dengan kode SPU-1
terdapat di SWP IV.A pada Blok IV.A.2;

2. Sub-Zona SPU skala kecamatan dengan kode
SPU-2 terdapat di SWP IV.A pada Blok IV.A.3 dan
SWP IV.B pada Blok IV.B2 dan IV.B.4; dan

3. Sub-Zona SPU skala kelurahan dengan kode SPU-
3 terdapat di SWP IV.A pada Blok IV.A.4.

e. Zona perdagangan dan Jasa dengan kode K meliputi:
1. Sub-Zona perdagangan dan jasa skala WP dengan

kode K-2 terdapat di SWP IV.A pada seluruh Blok
dan SWP IV.B pada Blok IV.B pada Blok IV.B.1;
dan

2. Sub-Zona perdagangan dan jasa skala SWP
dengan kode K-3 terdapat di SWP IV.A pada Blok
IV.A.1.

f. Zona perkantoran dengan kode KT berupa sub-zona
perkantoran dengan KT terdapat di SWP IV.A pada
Blok IV.A.1 dan Blok IV.A.2;

g. Zona transportasi dengan kode TR berupa Sub-Zona
transportasi dengan kode TR terdapat di SWP.IV.A
pada Blok IV.A.2 dan Blok IV.A.3; dan

h. Zona peruntukan lainnya dengan kode PL meliputi
Sub-Zona pergudangan dengan kode PL-6 terdapat di
SWP IV.A pada Blok IV.A.1

(4) Kawasan sempadan ketenagalistrikan sebagaimana
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(5)

(6)

dimaksud pada ayat (1) huruf ¢ dengan luas 7,53 (tujuh

koma lima tiga) hektare meliputi:

a. Zona pertanian dengan kode P meliputi :

1. Sub-Zona tanaman pangan dengan kode P-1
terdapat di SWP IV.B pada Blok IV.B.3 dan Blok
IV.B.4;

2. Sub-Zona hortikultura dengan kode P-2 terdapat
di SWP IV.B pada Blok IV.B.1; pada Blok IV.B.2;
dan pada Blok IV.B.4; dan

3. Sub-Zona perkebunan dengan kode P-3 terdapat
di SWP IV.B pada Blok IV.B.1.

b. Zona pertambangan dengan kode T berupa sub-zona
pertambangan batuan dengan kode MBT terdapat di
SWP IV.B pada Blok IV.B.2 dan Blok IV.B.3.

c. Zona perumahan dengan kode R meliputi:

1. Sub-Zona perumahan kepadatan sedang dengan
kode R-2 terdapat di SWP IV.B pada seluruh Blok;
dan

2. Sub-Zona perumahan kepadatan rendah dengan
kode R-3 terdapat di SWP IV.B pada Blok IV.B.1
dan Blok IV.B.2.

d. Zona sarana pelayanan umum dengan kode SPU
meliputi :

1. Sub-Zona SPU skala kota dengan kode SPU-1
terdapat di SWP IV.B pada Blok IV.B.3; dan

2. Sub-Zona SPU skala kecamatan dengan kode
SPU-2 terdapat di SWP.IV.B pada Blok IV.B.3

Ketentuan  khusus kawasan sempadan  pantai

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:

a. kegiatan perumahan, perdagangan dan jasa, sarana
pelayanan umum, pertahanan dan keamanan,
pertambangan, transportasi, dan peruntukkan
lainnya wajib menerapkan;

1. konstruksi bangunan tahan gempa dan dapat
berfungsi ganda sebagai tempat evakuasi vertikal
bencana tsunami dan gelombang ekstrem,;

2. struktur bertingkat minimal 2 (dua) lantai yang
dapat juga sekaligus difungsikan sebagai Tempat
Evakuasi Sementara tsunami dan gelombang
pasang;

3. pemberlakuan jarak bebas samping (JBS) minimum
dan atau jarak bebas belakang (JBB) minimum 1
meter searah menjauh dari pantai dan dilarang
membangun pagar;

4. penyediaan prosedur standar evakuasi, jalur dan
tempat evakuasi/ meeting point, dan

5. pengembangan mitigasi struktural alami dan/atau
struktur buatan.

b. penyediaan bangunan pengaman pantai, vegetasi
sabuk hijau dan sistem peringatan dini untuk mitigasi
bencana tsunami dan gelombang ekstrem.

Ketentuan  khusus kawasan sempadan  sungai

sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri atas:

a. pendirian bangunan baru dalam kawasan sempadan
sungai mengikuti ketentuan perundang-undangan
yang berlaku;

b. bangunan yang sudah ada diizinkan dengan syarat:

1. tidak melakukan penambahan luasan.

2. tidak membuang limbah padat ke sungai.

c. intensitas  pemanfaatan ruang  memperhatikan
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(7)

(8)

(1)

ketentuan peraturan perundang-undangan yang
berlaku di daerah setempat;

d. menyediakan prasarana pengendalian banjir;

e. menyediakan jalan infeksi; dan

f. mengikuti ketentuan teknis sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.

Ketentuan khusus kawasan sempadan ketenagalistrikan

sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diberlakukan jarak

bebas ketinggian antara atap bangunan dengan titik

tengah menara, terdiri atas:

a. lapangan terbuka atau daerah terbuka minimal 8,5
(delapan koma lima) meter;

b. bangunan dan jembatan minimal 5 (lima) meter;

c. tanaman/tumbuhan, hutan, perkebunan minimal 5
(lima) meter;

d. jalan/jalan raya/rel kereta api minimal 9 (sembilan
meter);

e. lapangan umum minimal 13,5 (tiga belas koma lima)
meter; dan

f. SUTT lain, SUTR, SUTM, saluran udara
telekomunikasi, antena, dan kereta gantung maksimal
4 (empat) meter.

Ketentuan khusus kawasan sempadan sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan

tingkat ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi

skala 1:5.000 (satu banding lima ribu) tercantum dalam

Lampiran XX yang merupakan bagian tidak terpisahkan

dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 53

Ketentuan khusus Kawasan pertambangan mineral dan

batubara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 huruf e

meliputi:

a. Zona badan air dengan kode BA berupa Sub-Zona
badan air dengan kode BA terdapat di terdapat di
SWP IV.B pada Blok IV.B.4.

b. Zona badan jalan dengan kode BJ berupa sub-zona
BJ terdapat di SWP IV.B pada Blok IV.B.3 dan Blok
IV.B.4.

C. Zona pertanian dengan kode P meliputi :

1. Sub-Zona hortikultura dengan kode P-2
terdapat di SWP IV.B pada Blok IV.B.3 dan Blok
IV.B.4; dan

2. Sub-Zona perkebunan dengan kode P-3
terdapat di SWP IV.B pada Blok IV.B.3 dan Blok
IV.B.4.

d. Zona perumahan dengan kode R meliputi Sub-Zona
perumahan kepadatan sedang dengan kode R-2
terdapat di SWP IV.B pada Blok IV.B.3 dan Blok
IV.B.4.

e. Zona sarana pelayanan umum dengan kode SPU
meliputi:

1. Sub-Zona SPU skala kota dengan kode SPU-1
terdapat di SWP IV.B pada Blok IV.B.4.

2. Sub-Zona SPU skala kelurahan dengan kode
SPU-3 terdapat di SWP IV.B pada Blok IV.B.4.

f. Zona perdagangan dan jasa dengan kode K berupa
Sub-Zona perdagangan dan jasa skala WP dengan
kode K-2 terdapat di SWP IV.B pada Blok IV.B.4;
dan
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(2)

(3)

g. Zona peruntukkan lainnya dengan kode PL berupa
sub-zona pergudangan dengan kode PL-6 terdapat di
SWP IV.B pada Blok IV.B.3.

Ketentuan khusus kawasan pertambangan mineral dan

batubara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

a. kegiatan pertambangan harus menerapkan
pelaksanaan kaidah teknik pertambangan yang baik
(good mining practice) sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan,;

b. kegiatan reklamasi dan/atau pasca tambang harus
sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang
berlaku;

c. kegiatan pengelolaan sisa tambang dalam bentuk
padat, cair, atau gas sampai harus memenuhi
standar baku mutu lingkungan sebelum dilepas ke
media lingkungan;

d. kegiatan sarana dan prasarana pendukung kegiatan
industri  pengolahan dan  pemurnian hasil
pertambangan harus sesuai ketentuan peraturan
perundang-undangan;

e. kegiatan sistem jaringan transportasi, jaringan
telekomunikasi, jaringan energi, jaringan sumber
daya air dan jaringan prasarana lainnya pendukung
kegiatan pertambangan dibangun sesuai ketentuan
peraturan perundang-undangan yang berlaku;

f.  kegiatan pengembangan dan = pemberdayaan
masyarakat untuk masyarakat di sekitar kawasan
pertambangan wajib dilakukan sebagai pelaksanaan
program tanggung jawab sosial dan lingkungan
tahunan;

g. kegiatan usaha tambang diluar Izin Usaha
Pertambangan yang berlaku tidak diizinkan untuk
dilakukan;

h. Diperbolehkan kegiatan pertambangan di zona
perkebunan dengan syarat:

1. 100-500 meter dari Zona Perumahan, Zona
Sarana Pelayanan Umum, Zona Perdagangan
dan Jasa, dan Zona terbangun lainnya; dan

2. tidak berdampak lingkungan pada lahan
pertanian produktif

Ketentuan khusus kawasan pertambangan mineral dan

batubara sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian

geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000

(satu banding lima ribu) tercantum dalam Lampiran XXI

yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan

Bupati ini.

Paragraf 6
Ketentuan Pelaksanaan

Pasal 54
Ketentuan pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 48 ayat (1) huruf f, terdiri atas:
a. ketentuan variansi Pemanfaatan Ruang;
b. ketentuan pemberian insentif dan disinsentif;
c. ketentuan untuk penggunaan lahan yang sudah ada
dan tidak sesuai dengan PZ; dan
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(2)

(4)

(9)

(6)

(7)

d. aturan peralihan yang mengatur status
Pemanfaatan Ruang yang berbeda dengan fungsi
ruang zona peruntukannya.

Ketentuan variansi Pemanfaatan Ruang sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan ketentuan
yang memberikan kelonggaran untuk menyesuaikan
dengan kondisi tertentu dengan tetap mengikuti
ketentuan massa ruang yang ditetapkan dalam PZ.
Ketentuan pemberian insentif dan disinsentif
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan
ketentuan yang memberikan insentif bagi kegiatan
Pemanfaatan Ruang yang sejalan dengan rencana tata
ruang, serta yang memberikan disinsentif untuk
mencegah dan/atau memberikan batasan terhadap
kegiatan Pemanfaatan Ruang yang sejalan dengan RTR
namun berpotensi melampaui daya dukung dan daya
tampung lingkungan.

Ketentuan  pelaksanaan insentif dan  disinsentif

sebagaimana dimaksud pada ayat (3) memuat perangkat

untuk:

a. meningkatkan wupaya Pengendalian Pemanfaatan
Ruang dalam rangka mewujudkan Tata Ruang
sesuai dengan RDTR;

b. memfasilitasi kegiatan Pemanfaatan Ruang agar
sejalan dengan RDTR; dan

c. meningkatkan kemitraan semua pemangku
kepentingan dalam rangka Pemanfaatan Ruang yang
sejalan dengan RDTR.

Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat
diberikan apabila Pemanfaatan Ruang sesuai dengan
RDTR sehingga perlu didorong namun tetap dikendalikan
pengembangannya pada zona yang perlu didorong
perwujudannya sesuai dengan RDTR.
Disinsentif sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
merupakan perangkat Pengendalian Pemanfaatan Ruang
untuk mencegah dan/atau memberikan batasan
terhadap kegiatan Pemanfaatan Ruang yang sejalan
dengan RDTR dalam hal namun berpotensi melampaui
daya dukung dan daya tampung lingkungan.

Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk dan tata cara

pemberian insentif dan disinsentif dilaksanakan sesuai

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

Ketentuan untuk penggunaan lahan yang sudah ada dan

tidak sesuai dengan peraturan zonasi sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) huruf c berlaku untuk

Pemanfaatan Ruang yang izinnya diterbitkan sebelum

penetapan RDTR atau Peraturan zonasi, dan dapat

dibuktikan bahwa izin tersebut diperoleh sesuai prosedur
yang benar.

Aturan peralihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

huruf d mengatur status Pemanfaatan Ruang yang

berbeda dengan fungsi ruang zona peruntukannya.

Untuk Pemanfaatan Ruang tertentu dapat mengajukan

persetujuan “legal non-conforming use” atau persetujuan

“conditional use”.
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Bagian Kedua
TPZ

Pasal 55

TPZ sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 huruf b berupa
TPZ Zona peruntukan pertambangan batuan dengan kode m.

(1)

(2)

Pasal 56

TPZ Zona peruntukan pertambangan batuan dengan
kode m sebagaimana dimaksud pada Pasal 55 meliputi:

a.

Zona badan air dengan kode BA meliputi Sub-Zona
badan air dengan kode BA terdapat di SWP IV.B
pada Blok IV.B.2 dan Blok IV.B.3.

Zona badan jalan dengan kode BJ berupa Sub-Zona
badan jalan dengan kode BJ terdapat di SWP IV.B
pada Blok IV.B.2 dan Blok IV.B.3.

Zona perlindungan setempat dengan kode PS berupa
Sub-Zona perlindungan setempat dengan kode PS
terdapat di terdapat di SWP IV.B pada Blok IV.B.2
dan Blok IV.B.3.

Zona pertanian dengan kode P berupa Sub-Zona
hortikultura dengan kode P-2 terdapat di SWP IV.B
pada Blok IV.B.2 dan Blok IV.B.3.

Zona perumahan dengan kode R meliputi Sub-Zona
perumahan kepadatan rendah dengan kode R-3
terdapat di SWP IV.B pada Blok IV.B.2 dan Blok
IV.B.3.

TPZ Zona peruntukan pertambangan batuan dengan
kode m sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan
sebagai berikut:

a.

kegiatan pertambangan harus menerapkan
pelaksanaan kaidah teknik pertambangan yang baik

(good mining practice) sesuai dengan ketentuan

peraturan perundang-undangan;

kegiatan pertambangan tidak diizinkan melakukan
kegiatan operasi produksi tanpa mendapatkan
persetujuan KKPR, dan persetujuan Forum
Penataan Ruang kabupaten sesuai ketentuan
peraturan perundang-undangan;

TPZ Zona peruntukan pertambangan batuan yang
bertampalan dengan zona badan air dan zona
perlindungan setempat memperhatikan kegiatan
pertambangan yang telah mendapatkan izin sebelum
peraturan daerah ini ditetapkan, namun akan
dibatasi untuk diperpanjang kembali serta
ketentuan teknis lainnya diatur dengan ketentuan
perundang-undangan;

diperbolehkan kegiatan pertambangan di Sub-Zona
hortikultura dengan syarat :

1. 100-500 meter dari zona perumahan, zona
sarana pelayanan umum, zona perdagangan dan
jasa, dan zona terbangun lainnya; dan

2. Tidak berdampak lingkungan pada lahan
pertanian produktif.
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(1)
(2)

(3)

(4)

(1)
(2)

(3)

(4)

(S)

(6)

(7)

(8)

BAB VII
KELEMBAGAAN

Pasal 57
Dalam rangka penyelenggaraan penataan ruang secara
partisipatif di daerah, dibentuk Forum Penataan Ruang.
Forum Penataan Ruang sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) bertugas untuk memberikan masukan dan
pertimbangan dalam pelaksanaan Penataan Ruang.
Anggota Forum Penataan Ruang sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) di daerah terdiri atas perangkat daerah,
instansi vertikal bidang pertanahan, asosiasi profesi,
asosiasi akademisi, dan tokoh masyarakat.
Pembentukan, susunan keanggotaan, tugas, fungsi, dan
tata kerja Forum Penataan Ruang dilaksanakan sesuai
dengan peraturan perundang-undangan terkait
koordinasi penyelenggaraan penataan ruang.

BAB VIII
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 58
Dalam rangka peninjauan kembali RDTR dilakukan
dengan Penilaian Perwujudan RTR.
Penilaian perwujudan dilakukan 1 (satu) kali dalam 5
(lima) tahun dan dilaksanakan 1 (satu) tahun sebelum
peninjauan kembali RTR.
Penilaian perwujudan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) dapat dilakukan lebih dari 1 (satu) kali dalam 5 (lima)
tahun dalam hal terdapat perubahan kebijakan strategis
nasional yang ditetapkan dengan peraturan perundang-
undangan.
Penilaian perwujudan RTR dilakukan terhadap:
a. Perwujudan rencana Struktur Ruang; dan
b. Perwujudan rencana Pola Ruang.
Terhadap hasil penilaian pelaksanaan KKPR dan/atau
hasil penilaian perwujudan RTR dilakukan kajian
pengendalian implikasi kewilayahan.
Kajian pengendalian implikasi kewilayahan sebagaimana
dimaksud pada ayat (5), menghasilkan penentuan:
a. Zona yang Dikendalikan; dan
b. Zona yang Didorong.
Hasil pelaksanaan penilaian perwujudan RTR dan
pengendalian implikasi kewilayahan menjadi masukan
terhadap peninjauan kembali dan revisi RTR.
Penilaian Perwujudan RTR dan pengendalian implikasi
kewilayahan dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan
perundang-undangan.
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BAB IX
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 59

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku:

a.

izin pemanfaatan ruang atau KKPR yang telah

dikeluarkan dan telah sesuai dengan ketentuan

Peraturan Bupati ini tetap berlaku sesuai dengan masa

berlakunya;

izin pemanfaatan ruang atau KKPR yang telah

dikeluarkan tetapi tidak sesuai dengan ketentuan

Peraturan Bupati ini berlaku ketentuan:

1)  untuk yang belum dilaksanakan pembangunannya,
izin pemanfaatan ruang atau KKPR disesuaikan
dengan fungsi kawasan berdasarkan Peraturan
Bupati ini;

2) untuk yang sudah dilaksanakan pembangunannya,
dilakukan penyesuaian dengan masa transisi
berdasarkan ketentuan perundang-undangan; dan

3) untuk yang sudah dilaksanakan pembangunannya
dan tidak memungkinkan untuk dilakukan
penyesuaian dengan peruntukan zona berdasarkan
Peraturan Bupati ini, izin pemanfaatan ruang atau
KKPR yang telah diterbitkan dapat dibatalkan.

pemanfaatan ruang di Daerah yang diselenggarakan

tanpa izin pemanfaatan ruang atau Konfirmasi KKPR dan
bertentangan dengan ketentuan Peraturan Bupati ini,
akan ditertibkan dan disesuaikan dengan Peraturan

Bupati ini;

izin pemanfaatan ruang yang telah habis masa

berlakunya dan akan diperpanjang, ditindaklanjuti

melalui mekanisme penerbitan kesesuaian kegiatan
pemanfaatan ruang.
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BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 60
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan

pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya
dalam Berita Daerah Kabupaten Donggala

Ditetapkan di Donggala
pada tanggal 30 Juli 2025

BUPATI DONGGALA,

—~

VERA ELENA LARUNI
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LAMPIRAN XIV

PERATURAN BUPATI DONGGALA

NOMOR 14 TAHUN 2025

TENTANG

RENCANA DETAIL TATA RUANG KAWASAN
PERKOTAAN TANANTOVEA DAN LABUAN

TABEL INDIKASI PROGRAM PEMANFAATAN RUANG PRIORITAS

| Pelaksana Waktu Pelaksanaan
ementerian / Lembaga Perangkat TP-1
No. Program Utama Lokasi Sumber ang Menyelenggarakan | Daerah Provinsi Perangkat Daerah Pemanglku TP-2| TP3 | TP-S
Pendanaan A 0 Kabupaten yang Kepentingan (2030-| (2035- | (2040)-
rusan Pemerintahan di yang X N 5 2025 | 2026 2027 2028 | 2029
membidangi Lainnya 2034) | 2039) 2044)
Bidang membidangi
I PERWUJUDAN RENCANA STRUKTUR RUANG
A Rencana Pengembangan Pusat Pelayanan
a Perwujudan Pusat Pelayanan Kota/Kawasan Perkotaan
1 Program Pengembangan Permukiman
1.1 Penyelenggaraan Infrastruktur pada Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten /Kota
Pekerjaan
Pembangunan dan
Pengembangan Umum dan
1.1.1 | Infrastruktur Kawasan SWP IV.A pada Blok IV.A.1. APBD Kab./ - - Penataan Swasta
: . Swasta Ruang/
Permukiman di Kawasan Linekunean
Strategis Daerah Kabupaten grunga
Hidup
2 Program Penataan Bangunan dan Lingkungannya
2,1 Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungan di Daerah Kabupaten/Kota
. Pekerjaan
Penyediaan dan U d
peningkatan kualitas ram dan
2.1.1| prasarana dan sarana pada SWP IV.A pada Blok IV.A.1. APBD Kab. / - - Penataan Swasta
Swasta Ruang/
Pusat Pelayanan Kawasan .
Lingkungan
Perkotaan )
Hidup
Pekerjaan
Umum dan
212 Pfenataan Bangunan dan SWP IV.A pada Blok IV.A.1. APBD Kab./ ~ B Penataan Swasta
Lingkungan Swasta Ruang/
Lingkungan
Hidup
b Perwujudan Sub Pusat Pelayanan Kota/Kawasan Perkotaan
1 Program Pengembangan Permukiman
1.1 | Penyelenggaraan Infrastruktur pada Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota
Pekerjaan
Pembangunan dan Umum dan
Pengembangan - SWPIV.A pada Blok IV.A.3 APBD Kab./ Penataan
1.1.1 | Infrastruktur Kawasan - SWP IV.B pada Blok IV.B.1 dan Swasta ’ - - Ruang/ Swasta
Permukiman di Kawasan Blok IV.B.3 Linek rflg o
Strategis Daerah Kabupaten mngrungan
Hidup
2 Program Penataan Bangunan dan Lingkungannya
2.1 | Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungan di Daerah Kabupaten/Kota
Penyediaan dan Pekerjaan
peningkatan kualitas - SWP IV.A pada Blok IV.A.3 APBD Kab./ Umum dan
2.1.1 | prasarana dan sarana pada - - Penataan Swasta
- SWPIV.B pada Blok IV.B.3 Swasta
Sub Pusat Pelayanan Ruang/
Kawasan Perkotaan Lingkungan




L{ Pelaksana Waktu Pelaksanaan
ementerian / Lembaga Perangkat TP-1
No. Program Utama Lokasi ey yang Menyelenggarakagn Daerah P%l:\arinsi Perangkat Daerah Pemanglku dit | L L
Pendanaan Urusan Pemerintahan di an Kabupaten yang Kepentingan 2025 | 2026 2027 2028 | 2029 (2030-| (2035- | (2040)-
. yang membidangi Lainnya 2034) | 2039) | 2044)
Bidang membidangi
Hidup
Pekerjaan
Umum dan
212 Penataan Bangunan dan - SWPIV.A pada Blok IV.A.3 APBD Kab./ ~ B Penataan Swasta
o Lingkungan - SWP IV.B pada Blok IV.B.3 Swasta Ruang/
Lingkungan
Hidup
c Perwujudan Pusat Pelayanan Lingkungan
c.1l Pusat Lingkungan Kelurahan/Desa
1 Program Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum (PSU)
1.1 Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan
Pekerjaan
Umum dan
11.1 Perencanaan Penyediaan APBD Kab./ ~ B Penataan Swasta
o PSU Perumahan Swasta Ruang/
- SWP IV.A pada Blok IV.A.1, Blok Lingkungan
IV.A.3, dan Blok IV.A.4; dan Hidup
- SWP IV.B pada Blok IV.B.1, Blok Pekerjaan
Penyediaan Prasarana, IV.B.2, dan Blok IV.B.3 Umum dan
112 Sarana, dan Utilitas Umum APBD Kab./ B . Penataan Swasta
o di Perumahan untuk Swasta Ruang/
Menunjang Fungsi Hunian Lingkungan
Hidup
2 Program Pengembangan Permukiman
2.1 Penyelenggaraan Infrastruktur pada Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota
Pembangunan dan Pekerjaan
Pengembangan - SWP IV.A pada Blok IV.A.1, Blok Umum dan
2.1.1| Infrastruktur Kawasan IV.A.3, dan Blok IV.A.4; dan APBD Kab./ B ) Penataan Swasta
o : . - SWP IV.B pada Blok IV.B.1, Blok Swasta Ruang/
Permukiman di Kawasan .
Strategis Daerah Kabupaten IV.B.2, dan Blok IV.B.3 Llngkungan
Hidup
8 - Program Penataan Bangunan dan Lingkungannya
3.1 - Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungan di Daerah Kabupaten/Kota
. Pekerjaan
Penyediaan dan
peningkatan kualitas Umum dan
APBD Kab./ Penataan
3.1.1 | prasarana dan sarana pada - - Swasta
Pusat Lingkungan Swasta 'Ruang/
Kelurahan/Desa - SWP IV.A pada Blok IV.A.1, Blok Llngkungan
IV.A.3, dan Blok IV.A.4; dan Hidup
- SWP IV.B pada Blok IV.B.1, Blok Pekerjaan
IV.B.2, dan Blok IV.B.3 Umum dan
3.1.2 Pfanataan Bangunan dan APBD Kab./ ~ B Penataan Swasta
Lingkungan Swasta Ruang/
Lingkungan
Hidup
B Rencana Jaringan Transportasi
a Perwujudan Jalan Umum
a.1 | Perwujudan Jalan Arteri Primer
1 Program Penyelenggaraan Jalan
1.1 | Penyelenggaraan Jalan Nasional




| Pelaksana Waktu Pelaksanaan
Kementerian / Lembaga Perangkat TP-1
No. Program Utama Lokasi ey yang Menyelenggarakan |Daerah Provinsi Perangkat Daerah Pemanglku dit | L L
Pendanaan Urusan Pemerintahan di an Kabupaten yang Kepentingan 2025 | 2026 2027 2028 | 2029 (2030-| (2035- | (2040)-
q yang membidangi Lainnya 2034) | 2039) | 2044)
Bidang membidangi
Pemeliharaan Rutin Jalan ruas TOMPE - PANTOLOAN (BTS. . _ _ _
U111 Arteri Primer KOTA PALU) melintas di SWP IV.A. APBN Pekerjaan Umum
a.2 | Perwujudan Jalan Arteri Sekunder
1 Program Penyelenggaraan Jalan
1.1 | Penyelenggaraan Jalan Kabupaten
Pemeliharaan Rutin Jalan Pekerjaan
i APBD
1.1.1 | Arteri Sekunder dan melintas SWP IV.A - - Umum dan
Jembatan Kab./Swasta
Penataan Ruang
a.3 | Perwujudan Jalan Kolektor Primer
1 Program Penyelenggaraan Jalan
1.1 | Penyelenggaraan Jalan Nasional
- ruas LABUAN - DALAKA/LABUAN
— SINIU melintas di SWP IV.A dan
Pemeliharaan Rutin Jalan SWP IV.B; dan
Kolektor Primer dan - ruas LABUAN - SINIU melintas di .
1.1.1 Jembatan SWP IV.B. APBN Pekerjaan Umum - - -
- jalan kolektor primer melintas di
SWP IV.A
a.4 | Perwujudan Jalan Kolektor Sekunder
1.2 | Penyelenggaraan Jalan Kabupaten
Pemeliharaan Rutin Jalan Pekerjaan
APBD Kab.
1.2.1 | Kolektor Sekunder dan melintas di SWP IV.A ab./ - - Umum dan Swasta
Jembatan Swasta
Penataan Ruang
a.5 | Perwujudan Jalan Lokal Primer
1 Program Penyelenggaraan Jalan
1.1 Penyelenggaraan Jalan Kabupaten
Pembangunan Jalan Pekerjaan
11.1 Lingkungan Sekunder dan melintas di SWP IV.B APBD Kab./ ~ B Umum dan Swasta
Jembatan Swasta
Penataan Ruang
Pemeliharaan Rutin Jalan APBD Kab Pekerjaan
1.1.2 | Lokal Primer dan Jembatan melintas di seluruh SWP ab./ - - Umum dan Swasta -
Swasta
Penataan Ruang
a.6 | Perwujudan Lingkungan Sekunder
1 Program Penyelenggaraan Jalan
1.1 Penyelenggaraan Jalan Kabupaten
Pemeliharaan Rutin Jalan APBD Kab./ Pekerjaan
1.1.1 | Lingkungan Sekunder dan melintas di seluruh SWP ’ - - Umum dan Swasta
Swasta
Jembatan Penataan Ruang
b Perwujudan Jalan Khusus
1 Program Penyelenggaraan Jalan
1.1 Penyelenggaraan Jalan Khusus
i i APBN .
1.1.1 Pemeliharaan Rutin Jalan melintas di SWP IV.A / Pekerjaan Umum - - Swasta
Khusus Swasta
c Perwujudan Jalan Masuk dan Keluar Terminal Barang dan Penumpang
1 Program Penyelengaraan Jalan




Pelaksana

Waktu Pelaksanaan

ementerian / Lembaga Perangkat TP-1
No. Program Utama Lokasi ey ang Menyelenggarakagn Daerah P%l:\arinsi Perangkat Daerah Pemanglku dit | L L
Pendanaan rusan Pemerintahan di an Kabupaten yang Kepentingan 2025 | 2026 2027 2028 | 2029 (2030-| (2035- | (2040)-
. yang membidangi Lainnya 2034) | 2039) | 2044)
Bidang membidangi
1.1 | Penyelenggaraan Jalan Kabupaten
Pemeliharaan Rutin Jalan APBD Kab./ Pekerjaan
1.1.1 | Masuk dan Keluar Terminal melintas di SWP IV.A ’ - - Umum dan Swasta
Swasta
Barang dan Penumpang Penataan Ruang
d Perwujudan Terminal Penumpang Tipe C
1 Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)
1.1 Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C
Pengelolaan Terminal Terminal Labuan di SWP IV.A pada APBD Kab./
1.1.1 | Penumpang Tipe C - - Perhubungan Swasta
Blok IV.A 4. Swasta
(Kabupaten)
Pengembangan Sarana dan Terminal Labuan di SWP IV.A pada APBD Kab.
1.1.2 Prasgarana Tgerrninal Blok IV.A.4. ° Swasta / B ] Perhubungan Swasta
e Perwujudan Terminal Barang
1 Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)
1.1 Pengelolaan Terminal Barang
111 Pengelolaan Terminal Terminal Barang Labuan SWP.IV.B APBD Kab./ B ) Perhubungan Swasta
o Barang (Kabupaten) pada Blok.IV.B.3. Swasta
Pengembangan Sarana dan Terminal Barang Labuan SWP.IV.B APBD Kab.

1.1.2 Prasgarana ”Igerminal pada Blok.IV.B.Cgi. Swasta / 3 j Perhubungan Swasta
Pembangunan Terminal Terminal Barang Labuan SWP.IV.B APBD Kab./ ~ B Perhubungan Swasta
Barang pada Blok.IV.B.3. Swasta

f Perwujudan Jembatan
1 Program Penyelenggaraan Jalan
1.1 Penyelenggaraan Jalan Nasional
1.1.2 | Rehabilitasi Jembatan a Jembatan Wani terdapat  di APBN Pekerjaan Umum - - -
SWP IV.A pada Blok IV.A.1;
b. Jembatan Laiba terdapat di
SWP IV.A pada Blok IV.A.2;
c. Jembatan Labuan terdapat di
SWP IV.A pada Blok IV.A.2;
d. Jembatan Labuan I terdapat di
SWP IV.A pada Blok IV.A.3;
Pemeliharaan Rutin e. Jembatan Labuan II terdapat di
1.1.3 Jembatan SWP IV.A pada Blok IV.A.3; APBN Pekerjaan Umum - - -
f. Jembatan Labuan III terdapat
di SWP IV.A pada blok IV.A.4;
g. Jembatan Labuan IV terdapat
di SWP IV.A pada Blok IV.A.4;
dan
h. Jembatan Labuan V terdapat di
SWP IV.A pada Blok IV.A.4.
g Perwujudan Pelabuhan Pengumpul
1 Program Pengelolaan Pelayaran
1.1 Penyelenggaraan Pelabuhan Pengumpul
Pengoperasian dan L.
1.1.1 Pemgel?haraan Pelabuhan R?liblu han Wani di SWP IV.A Blok APBN/ Perhubungan - - Swasta
A. Swasta
Pengumpul
Pengawasan Pengoperasian Pelabuhan Wani di SWP IV.A Blok APBN
1.1.2 Pelagbuhan Pengfm%ul IV.A.1 Swasté Perhubungan ) ] Swasta
1.1.3 | Pemenuhan Fasilitas Pelabuhan Wani dii SWP IV.A Blok APBN/ Perhubungan - - Swasta




Pelaksana

Waktu Pelaksanaan

Kementerian / Lembaga Perangkat TP-1
No. Program Utama Lokasi ey yang Menyelenggarakagn Daerah P%l:‘rinsi Perangkat Daerah Pemanglku dit | L L
Pendanaan Urusan Pemerintahan di e Kabupaten yang Kepentingan 2025 | 2026 2027 2028 | 2029 (2030-| (2035- | (2040)-
Bidang membidangi membidangi Lainnya 2034) | 2039) 2044)
Pelayanan Angkutan IV.AA.1 Swasta
Pelabuhan Pengumpul
h Perwujudan Terminal Khusus
1 Program Pengelolaan Pelayaran
1.1 Penyelenggaraan Terminal Khusus
Pengoperasian dan - terminal khusus untuk APBN/

1.1.1 | Pemeliharaan Pelabuhan kegiatan  Ditpolairud  Polda Swasta Perhubungan - - Swasta
Pengumpul Sulawesi Tengah di SWP IV.A
Pengawasan Pengoperasian pada Blok IV.A.2; APBN

1.1.2 Pela%auhan Pengugml;ul - terminal khusus untuk Swasté Perhubungan ] ] Swasta

kegiatan Pertambangan Operasi
Produksi Batuan di SWP IV.A
pada Blok IV.A.2 dan Blok
IV.A.3.

Pemenuhan Fasilitas B tern'nnal khusus untuk

1.1.3 | Pelayanan Angkutan gfgé;t;n Ivli’;ngzggorggliﬁ ?&IXC;’ g‘l;gsl\ié Perhubungan - - Swasta
Pelabuhan Pengumpul dan

- terminal khusus untuk
kegiatan Penyediaan  Jasa
Depot Mini LPG di SWP IV.A
pada Blok IV.A.4.
] Perwujudan Rencana Jaringan Prasarana
a Rencana Jaringan Energi
a.l | Infrastruktur Minyak dan Gas Bumi
a.1.1| Sarana Penyimpanan Bahan Bakar
1 Program Infrastruktur Minyak dan Gas Bumi
1.1 | Perwujudan Sarana Pengolahan Hasil Pembakaran
Pengembangan Sarana Terminal LPG Donggala di SWP IV.A | APBN/Swast Energi dan Sumber
1.1.1 | Pengolahan Hasil . - - Swasta
Pembakaran pada Blok IV.A.4 a Daya Mineral
a.2 | Jaringan Transmisi Tenaga Listrik Antarsistem
a.2.1| Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT)
1 Program Pengelolaan Ketenagalistrikan
1.1 | Jaringan Transmisi Tenaga Listrik (SUTT)
Pengembangan Sa'lurap SUTT Tambu-Tawaeli melintas di SWP | APBN/Swast Energi dan Sumber PT. PLN/
1.1.1 | Udara Tegangan Tinggi . - -
(SUTT) IV.B a Daya Mineral Swasta
a.3 | Jaringan Distribusi Ketenagalistrikan
a.3.1| Saluran Udara Tegangan Menengah (SUTM)
1 Program Pengelolaan Ketenagalistrikan
1.1 Perwujudan Jaringan Distribusi (SUTM)
Pengembangan Saluran .

1.1.1 Uda%a Tegaigan Menengah seluruh SWP APBN/Swast Energi dan' Sumber - - PT. PLN/
(SUTM) a Daya Mineral Swasta
Peningkatan Jaringan
Distribusi Utama pada APBN/Swast Energi dan Sumber PT. PLN

112} saluran Udara Tegangan seluruh SWP 2/1 Degiya Mineral ) ) Swasta/
Menengah (SUTM)

a.2.3| Saluran Udara Tegangan Rendah (SUTR)




| Pelaksana Waktu Pelaksanaan
ementerian / Lembaga Perangkat TP-1
No. Program Utama Lokasi ey ang Menyelenggarakagn Daerah P%l:‘rinsi Perangkat Daerah Pemanglku dit | L L
Pendanaan rusan Pemerintahan di e Kabupaten yang Kepentingan 2025 | 2026 2027 2028 | 2029 (2030-| (2035- | (2040)-
. . . membidangi Lainnya 2034) | 2039) | 2044)
Bidang membidangi
1 Program Pengelolaan Ketenagalistrikan
1.1 | Perwujudan Jaringan Distribusi (SUTR)
Pengembangan Jalur .
1.1.1 Sah%ran Ud§ra Tegangan seluruh SWP APBN/Swast Enerel dan_ Sumber - - PT. PLN/
Rendah (SUTR) a Daya Mineral Swasta
Peningkatan Jaringan
1.1.2 Distribusi Utama pada seluruh SWP APBN/Swast Energi dan_ Sumber . . PT. PLN/
Saluran Udara Tegangan a Daya Mineral Swasta
Rendah (SUTR)
a.3 | Gardu Listrik
a.3.1| Gardu Distribusi
1 Program Perwujudan Gardu Distribusi
1.1 | Pembangunan dan Pengembangan Gardu Distribusi
Pengembangan,
111 Pemeliharaan, dan - SWP IV.A pada seluruh Blok APBN/ Energi dan Sumber ) ) PT. PLN/
o Peningkatan Pelayanan - SWP IV.B pada seluruh Blok Swasta Daya Mineral Swasta
Gardu Distribusi
b Rencana Jaringan Telekomunikasi
b.1 | Jaringan Tetap
b.1.1 | Jaringan Serat Optik
1 Program Penyelenggaraan Jaringan Serat Optik
1.1 Pengelolaan Jaringan Serat Optik
112 Pen.gembange.ln fian jaringan serat optik melintas di SWP APBN/ Komunikasi dan PT.
1. peningkatan jaringan serat . - - Telkom/Swast
. IV.A Swasta Informatika
optik a
b.2 | Perwujudan Bergerak Seluler
b.2.1| Menara Base Transceiver Station (BTS)
1 Program Perwujudan Bangunan Menara Perambuan
1.1 Konstruksi Dalam Pengerjaan Bangunan Menara Perambuan-Bangunan Menara Telekomunikasi
Pembangunan,
Pengembangan dan - SWP IV.A pada Blok IV.A.1, Blok . . PT.
1.1.1 | Peningkatan Kualitas IV.A.3; dan g};l:sl\ié KOIIE ;Irlrlll:ztsilkian - - Telkom/Swast
Pelayanan Menara Base - SWP IV.B pada Blok IV.B.3. a
Transceiver Station (BTS)
2 Penetapan Tarif Tenaga Listrik untuk Konsumen dan Penatausahaan Izin Pemanfaatan Jaringan untuk Telekomunikasi, Multimedia, dan Informatika dari Pemegang Izin yang Ditetapkan oleh Daerah Provinsi
2.1 | Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Pemanfaatan Jaringan untuk Telekomunikasi, Multimedia, dan Informatika dari Pemegang Izin yang Ditetapkan oleh Daerah Provinsi
Pengendalian dan - SWP IV.A pada seluruh Blok; dan APBN/APBD Komunikasi dan Pekerjaan PT.
2.1.1 | Pengaturan Menara Base X - Umum dan Telkom/Swast
N ) - SWP IV.B pada Blok IV.B.3. Kab./Swasta Informatika
Transceiver Station (BTS) Penataan Ruang a
b.3 | Perwujudan Bergerak Satelit
b.3.1 | Stasiun Bumi
1 Penetapan Tarif Tenaga Listrik untuk Konsumen dan Penatausahaan Izin Pemanfaatan Jaringan untuk Telekomunikasi, Multimedia, dan Informatika dari Pemegang Izin yang Ditetapkan oleh Daerah Provinsi
1.1 | Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Pemanfaatan Jaringan untuk Telekomunikasi, Multimedia, dan Informatika dari Pemegang Izin yang Ditetapkan oleh Daerah Provinsi
. . APBN/ Komunikasi dan PT.
1.1.1 | Pembangunan Stasiun Bumi | SWP IV.A pada Blok IV.A.4 S . - - Telkom/Swast
wasta Informatika
a
PT.
Operasionalisasi dan APBN Komunikasi dan y
meeliharaan stasiun bumi SWP1V.A pada Blok IV.A-4 Swasté/i Informatika ) ) Telkoma/ Swast
c Rencana Jaringan Sumber Daya Air




Pelaksana

Waktu Pelaksanaan

ementerian / Lembaga Perangkat TP-1
No. Program Utama Lokasi ey ang Menyelenggarakagn Daerah P%l:‘rinsi Perangkat Daerah Pemanglku dit | L L
Pendanaan rusan Pemerintahan di e Kabupaten yang Kepentingan 2025 | 2026 2027 2028 | 2029 (2030-| (2035- | (2040)-
q q . membidangi Lainnya 2034) | 2039) | 2044)
Bidang membidangi
a Sistem Jaringan Irigasi
a.l | Jaringan Irigasi Primer
1 Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)
1.1 Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer
. . APBN/APBD . Cipta Karya Pekerjaan
1.1.1 F’?koﬁstr.”km Jaringan SWP IV.B Prov. //APBD Pekerjaan Umum dan dag Sumll;yer Umurﬁl dan -
rigasi Primer Perumahan Rakyat .
Kab. Daya Air Penataan Ruang
11 Operasi dan Pemeliharaan APBN/APBD Pekerjaan Umum dan Cipta Karya Pekerjaan
12 Jaringan Irigasi Permukaan SWPIV.B Prov./APBD Perumahan Rakyat dan Sum'ber Umum dan )
Kab. Daya Air Penataan Ruang
a.2 | Jaringan Irigasi Sekunder
1 Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)
1.1 | Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Sekunder
Rekonstruksi Jaringan APBN/APBD . Cipta Karya Pekerjaan
1.1.1| Irigasi Sekunder Daerah SWPIV.B Prov./APBD Pgi:g;i%;ﬁn;;{yiin dan Sumber Umum dan -
Irigasi (DI) Kab. Daya Air Penataan Ruang
Operasi dan Pemeliharaan SWP IV.B APBN/APBD Pekerjaan Umum dan Cipta Karya Pekerjaan
1.1.2 Jaringan Irigasi Permukaan Prov./APBD Perumahan Rakyat dan Sumber Umum dan B
Kab. Daya Air Penataan Ruang
a.3 | Jaringan Irigasi Tersier
1 Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)
1.1 | Pengembangan dan pengelolaan Sistem Irigasi Tersier
Rekonstruksi Jaringan SWP IV.B APBN/APBD Pekerjaan Umum dan Cipta Karya Pekerjaan
111 Irigasi Tersier Daerah Irigasi Prov. Perumahan Rakyat dan Sumber Umum dan )
/APBD Kab. Daya Air Penataan Ruang
Operasi Pemeliharaan SWP IV B APBN/APBD Pekerjaan Umum dan Cipta Karya Pekerjaan
1.1.2 Jaringan Irigasi Permukaan Prov./ Perumahan Rakyat dan Sumber Umum dan )
APBD Kab. Daya Air Penataan Ruang
b Bangunan Sumber Daya Air
b.1 | Prasarana Irigasi
1 Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)
1.1 Perwujudan Prasarana Irigasi
Rekonstruksi . s Embung Labuan di SWP IV.B pada APBN/APBD Pekerjaan Umum dan Cipta Karya Pekerjaan
1.1.1 | Bendung Pengendali Banjir Blok IV.B.3 Prov./ Perumahan Rakyat dan Sumber Umum dan -
pada Daerah Irigasi (DI) o APBD Kab. Daya Air Penataan Ruang
b.2 | Prasarana Irigasi
1 Program Pengelolaan Sumber Daya Air
1.1 Perwujudan Prasarana irigasi
11 gperasi dan Pemelil'laraarix' Embung Labuan di SWP IV.B pada APBN/APBD Pekerjaan Umum dan Cipta Karya Pekerjaan
1. endung Pengendali Banjir Blok IV.B.3 Prov./ Perumahan Rakyat dan Sumber Umum dan -
pada Daerah Irigasi (DI) " APBD Kab. Daya Air Penataan Ruang
d Rencana Jaringan Air Minum
d.1 | Unit Distribusi
d.1.1| Jaringan Distribusi Pembagi
1 Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum
1.1 | Perwujudan Jaringan Distribusi Pembagi
11.1 Peningkatan Jaringan s APBN/APBD Pekerjaan Umum dan Cipta Karya Pekerjaan
1. Distribusi Pembagi eluruh SWP Prov./ Perumahan Rakyat dan Sum}aer Umum dan -
APBD Kab. Daya Air Penataan Ruang
1.1.2 | Operasi dan Pemeliharaan Seluruh SWP APBN/APBD Pekerjaan Umum dan Cipta Karya Pekerjaan -




Pelaksana

Waktu Pelaksanaan

Kementerian / Lembaga Perangkat TP-1
No. Program Utama Lokasi ey yang Menyelenggarakan |Daerah Provinsi Perangkat Daerah Pemanglku dit | L L
Pendanaan Urusan Pemerintahan di an Kabupaten yang Kepentingan 2025 | 2026 2027 2028 | 2029 (2030-| (2035- | (2040)-
3 yang membidangi Lainnya 2034) | 2039) | 2044)
Bidang membidangi
Jaringan Distribusi Pembagi Prov./ Perumahan Rakyat dan Sumber Umum dan
APBD Kab. Daya Air Penataan Ruang
. APBN/APBD . Cipta Karya Pekerjaan
PD??:EEEE? géarr;gzr%ngan Seluruh SWP Prov./ P;ﬁig;z%:ﬁ;:ﬁ (ﬁn dan Sumber Umum dan -
&l APBD Kab. Y Daya Air Penataan Ruang
e Rencana Jaringan Persampahan
e.l1 | Tempat Penampungan Sementara (TPS)
1 Program Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan Regional
1.1 Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan di Daerah Kabupaten
Pembangunan dan APBD Kab./ ~ B Lingkungan
1.1.1 Penyediaan TPS SWP IV.A pada Blok IV.A.2 Swasta Hidup Swasta
1.1.2| Rehabilitasi TPS SWP IV.A pada Blok IV.A.2. APBD Kab./ - ; Lingkungan Swasta
Swasta Hidup
1.1.3 | Peningkatan TPS SWP IV.A pada Blok IV.A.2 APBD Kab./ - - Lingkungan Swasta
Swasta Hidup
f Rencana Jaringan Drainase
f.1 Jaringan Drainase Primer
1 Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase
1.1 | Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten
. . APBN/APBD . Cipta Karya Pekerjaan
1.1.1 Eemngkat;x} Jaringan SWP IV.A Prov./APBD P;kerj aar}ll Um;arlr;yda;n dan Sumber Umum dan -
rainase frimer Kab. erumanan @ Daya Air Penataan Ruang
e . APBN/APBD . Cipta Karya Pekerjaan
1.1.2 geh'ablhta;l'Jarmgan SWP IV.A Prov./APBD P;kerj aar}ll Um;arlr;yda;n dan Sumber Umum dan -
rainase Frimer Kab. erumanan @ Daya Air Penataan Ruang
. . APBN/APBD . Cipta Karya Pekerjaan
1.1.3| Operasi dan Pemeliharaan | gy 1y o Prov./APBD | ekeaanUmumdan | g g, imper Umum dan -
Jaringan Drainase Primer Perumahan Rakyat .
Kab. Daya Air Penataan Ruang
f.2 | Jaringan Drainase Sekunder
1 Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase
1.1 Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten
. . APBN/APBD . Cipta Karya Pekerjaan
1.1.1 Eerniggkatsan kJarllrzlngan seluruh SWP Prov./APBD P;ker'];a?l Ur?;alﬁydin dan Sumber Umum dan -
ainase sekunde Kab. erumana @ Daya Air Penataan Ruang
e s . APBN/APBD . Cipta Karya Pekerjaan
1.1.2 Reh.ablhtaSI Jaringan seluruh SWP Prov./APBD Pekerjaan Umum dan dan Sumber Umum dan -
Drainase Sekunder Perumahan Rakyat .
Kab. Daya Air Penataan Ruang
. . APBN/APBD . Cipta Karya Pekerjaan
1.1.3 Opt?ras1 dan l?emehharaan seluruh SWP Prov./APBD Pekerjaan Umum dan dan Sumber Umum dan -
Jaringan Drainase Sekunder Perumahan Rakyat .
Kab. Daya Air Penataan Ruang
£.3 | Jaringan Drainase Tersier
1 Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase
1.1 | Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten
Peninekatan Jari Pekerjaan
1.1.1 | [cnexaan Janngan seluruh SWP APBD Kab. - - Umum dan -
Drainase Tersier
Penataan Ruang
i s . Pekerjaan
1.1.2 | Rehabilitasi Jaringan seluruh SWP APBD Kab. - - Umum dan -
Drainase Tersier
Penataan Ruang
1.1.3 | Operasi dan Pemeliharaan seluruh SWP APBD Kab. - - Pekerjaan -




Pelaksana

Waktu Pelaksanaan

Kementerian / Lembaga Perangkat TP-1
No. Program Utama Lokasi ey yang Menyelenggarakan |Daerah Provinsi Perangkat Daerah Pemanglku dit | L L
Pendanaan Urusan Pemerintahan di an Kabupaten yang Kepentingan 2025 | 2026 2027 2028 | 2029 (2030-| (2035- | (2040)-
q yang membidangi Lainnya 2034) | 2039) | 2044)
Bidang membidangi
Jaringan Drainase Tersier Umum dan
Penataan Ruang
f.4 | Bangunan Pelengkap Drainase
1 Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase
1.1 Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten
. APBN/APBD . Cipta Karya Pekerjaan
11.1 Pz{lg:glli{:tacrllr:;r;gslénan ISVW];:’.‘I}V.B pada Blok IV.B.3 dan Blok Prov./APBD P;l;:g;e:’}ll ;Jr?qlg;l{y c};n dan Sumber Umum dan B
p gKap " Kab. Daya Air Penataan Ruang
e s APBN/APBD . Cipta Karya Pekerjaan
1.1.2 R:ll?e ibilatasé::i\ﬁg;an Isvwg "I]_V'B pada Blok IV.B.3 dan Blok Prov./APBD P;E:E;Z%gf;;ﬁyiin dan Sumber Umum dan -
p gKap T Kab. Daya Air Penataan Ruang
Operasi dan Pemeliharaan SWP.IV.B pada Blok IV.B.3 dan Blok APBN/APBD Pekerjaan Umum dan Cipta Karya Pekerjaan
1.1.3 | bangunan IV.B.4 Prov./APBD Perumahan Rakyat dan Sumber Umum dan -
pelengkap drainase T Kab. Daya Air Penataan Ruang
g Perwujudan Rencana Jaringan Prasarana Lainnya
g.1 | Jalur Evakuasi Bencana
1 Program Penyelenggaraan Bencana
1.1 Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana
- ruas PANTOLOAN (BTS. KAB. ruas Badan Nasional
Penyediaan Jalur Evakuasi PANTOLOAN (BTS. KAB. | APBN/APBD Penanggulangan Badan Badan
Bencana yang Terintegrasi DONGGALA) - TAWAELI melintas di Prov./APBD Bencana, Pekerjaan Penanggulang
1.1.1 d T . . Penanggulangan Swasta
engan Tempat Evakuasi SWP IV.A; Kab./ Umum dan an Bencana Bencana Daerah
Bencana - ruas WANI II — WANI I melintas di Swasta Perumahan Rakyat Daerah
SWP IV.A;
- ruas LABUAN - POL.AIRUD
melintas di SWP IV.A;
- ruas WANI - LIMOYONG melintas
di SWP IV.A;
- ruas DALAM KOTA - LABUAN
melintas di seluruh SWP;
- ruas DALAM KOTA - WANI melintas
di seluruh SWP; Badan Nasional
- ruas LABUAN - DALAKA melintas | APBN/APBD Penanggulangan Badan Badan
112 Penyediaan Prasarana di SWP seluruh SWP; Prov./APBD Bencana, Pekerjaan Penanggulang Penanggulangan Swasta
o Pelengkap Jalur Evakuasi - ruas LAIBA - DUSUN TARABU Kab./ Umum dan an Bencana Bencana Daerah
melintas di seluruh SWP; Swasta Perumahan Rakyat Daerah
- ruas WANI - LANTA melintas di
seluruh SWP;
- ruas WANI II - LELEA melintas di
seluruh SWP;
- ruas LABUAN TOPOSO - SIMOO
melintas di SWP IV.B; dan
- jalur evakuasi bencana melintas di
seluruh SWP.
g.2 | Tempat Evakuasi
g.2.1| Titik Evakuasi Sementara
1 Program Penyelenggaraan Bencana
1.1 Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana
Penyediaan dan - Lapangan Sepak Bola Wani I di | APBN/APBD Badan Nasional Badan Badan
1.1.1 | Pemeliharaan Tempat SWP IV.A pada Blok IV.A.1; Prov./APBD Penanggulangan Penanggulang | Penanggulangan Swasta
Evakuasi Sementara - Lapangan Sepak Bola Labuan Lelea Kab./ Bencana, Pekerjaan an Bencana Bencana Daerah




[ Pelaksana Waktu Pelaksanaan
Kementerian / Lembaga Perangkat TP-1
No. Program Utama Lokasi ey yang Menyelenggarakan |Daerah Provinsi Perangkat Daerah Pemanglku dit | L L
Pendanaan Urusan Pemerintahan di an Kabupaten yang Kepentingan 2025 | 2026 2027 2028 | 2029 (2030-| (2035- | (2040)-
Bidang men):bi dgangi membidangi Lainnya 2034) | 2039) 2044)
di SWP IV.A pada Blok IV.A.2; Swasta Umum dan Daerah

Lapangan Sepak Bola Labuan
Toposo di SWP IV.B pada Blok
IV.B.3;

Lapangan Sepak Bola Labuan

Panimba di SWP IV.B pada Blok
IV.B.3;

Sarana Pendidikan Taman Kanak-
Kanak Islam Terpadu di SWP IV.A
pada Blok IV.A.1;

Sarana Pendidikan SD Negeri 2
Wani di SWP IV.A pada Blok IV.A.1;
Sarana Pendidikan SD Negeri 1
Labuan Lelea di SWP IV.A pada
Blok IV.A.1;

Sarana Pendidikan SMP-SMA
Nasional Wani di SWP IV.A pada
Blok IV.A.1;

Sarana Pendidikan MA Nahdatul
Alkhairat di SWP IV.A pada Blok
IV.A.2;

Sarana Pendidikan MTs Negeri
Labuan di SWP IV.A pada Blok
IV.A.3;

Sarana Pendidikan SD Negeri 2
Labuan di SWP IV.A pada Blok
IV.A.3;

Sarana Pendidikan SMK Negeri 1
Labuan di SWP IV.A pada Blok
IV.A.3;

Sarana Pendidikan SD Negeri 2
Salumbone di SWP IV.A pada Blok
IV.A.4;

Sarana Pendidikan SD Karya
Thayyibah Sumboli di SWP IV.B
pada Blok IV.B.2;

Sarana Pendidikan SD Negeri 3
Wani di SWP IV.B pada Blok
IV.B.2;

Sarana Pendidikan SD Negeri 2
Labuan Lelea di SWP IV.B pada
Blok IV.B.2;

Sarana Pendidikan SD Labuan
Kungguma di SWP IV.B pada Blok
IV.B.2;

Sarana Pendidikan SMP Negeri 1
Labuan di SWP IV.B pada Blok
IV.B.3;

Sarana Pendidikan SD 1 Dalika di
SWP IV.B pada Blok IV.B.3;

Sarana Pendidikan SD Negeri 3
Labuan di SWP IV.B pada Blok

Perumahan Rakyat




Program Utama

Lokasi

Sumber
Pendanaan

l

Pelaksana

Waktu Pelaksanaan

Kementerian / Lembaga
yang Menyelenggarakan
Urusan Pemerintahan di
Bidang

Perangkat
Daerah Provinsi
yang
membidangi

Perangkat Daerah
Kabupaten yang
membidangi

Pemangku
Kepentingan
Lainnya

TP-1

2025

2026

2027

2028

2029

TP-2
(2030-
2034)

TP-3
(2035-
2039)

TP-5
(2040)-
2044)

IV.B.3;

Sarana Pendidikan SD Negeri 1
Labuan Panimba di SWP IV.B pada
Blok IV.B.3;

Sarana Pendidikan SMP Negeri 2
Labuan di SWP IV.B pada Blok
IV.B.3;

Sarana Pendidkan SD Negeri 4
Dalaka di SWP IV.B pada Blok
IV.B.4;

Sarana Pendidikan SMP 5 Sindue
di SWP IV.B pada Blok IV.B.4; dan
tempat evakuasi sementara
terdapat di SWP IV.A pada Blok
IV.A4 dan SWP IV.B pada Blok
IV.B.3.

Penyediaan Sarpras Minimal
Tempat Evakuasi

Lapangan Sepak Bola Wani I di
SWP IV.A pada Blok IV.A.1;
Lapangan Sepak Bola Labuan Lelea
di SWP IV.A pada Blok IV.A.2;
Lapangan Sepak Bola Labuan
Toposo di SWP IV.B pada Blok
IV.B.3;

Lapangan Sepak Bola Labuan
Panimba di SWP IV.B pada Blok
IV.B.3;

Sarana Pendidikan Taman Kanak-
Kanak Islam Terpadu di SWP IV.A
pada Blok IV.A.1;

Sarana Pendidikan SD Negeri 2
Wani di SWP IV.A pada Blok IV.A.1;
Sarana Pendidikan SD Negeri 1
Labuan Lelea di SWP IV.A pada
Blok IV.A.1;

Sarana Pendidikan SMP-SMA
Nasional Wani di SWP IV.A pada
Blok IV.A.1;

Sarana Pendidikan MA Nahdatul
Alkhairat di SWP IV.A pada Blok
IV.A.2;
Sarana
Labuan
IV.A.3;
Sarana Pendidikan SD Negeri 2
Labuan di SWP IV.A pada Blok
IV.A.3;
Sarana
Labuan
IV.A.3;
Sarana Pendidikan SD Negeri 2
Salumbone di SWP IV.A pada Blok
IV.A.4;

Pendidikan MTs Negeri
di SWP IV.A pada Blok

Pendidikan SMK Negeri 1
di SWP IV.A pada Blok

APBN/APBD
Prov./APBD
Kab./
Swasta

Badan Nasional
Penanggulangan
Bencana, Pekerjaan
Umum dan
Perumahan Rakyat

Badan
Penanggulang
an Bencana
Daerah

Badan
Penanggulangan
Bencana Daerah

Swasta




Program Utama

Lokasi

Sumber
Pendanaan

Pelaksana

Waktu Pelaksanaan

Kementerian / Lembaga
yang Menyelenggarakan
Urusan Pemerintahan di
Bidang

Perangkat
Daerah Provinsi
yang
membidangi

Perangkat Daerah

Kabupaten yang
membidangi

Pemangku
Kepentingan
Lainnya

TP-1

TP-2

2025

2026

2027

(2030-

2028 2034)

2029

TP-3
(2035-
2039)

TP-5
(2040)-
2044)

- Sarana Pendidikan SD Karya
Thayyibah Sumboli di SWP IV.B
pada Blok IV.B.2;

- Sarana Pendidikan SD Negeri 3
Wani di SWP IV.B pada Blok
IV.B.2;

- Sarana Pendidikan SD Negeri 2
Labuan Lelea di SWP IV.B pada
Blok IV.B.2;

- Sarana Pendidikan SD Labuan
Kungguma di SWP IV.B pada Blok
IV.B.2;

- Sarana Pendidikan SMP Negeri 1
Labuan di SWP IV.B pada Blok
IV.B.3;

- Sarana Pendidikan SD 1 Dalika di
SWP IV.B pada Blok IV.B.3;

- Sarana Pendidikan SD Negeri 3
Labuan di SWP IV.B pada Blok
IV.B.3;

- Sarana Pendidikan SD Negeri 1
Labuan Panimba di SWP IV.B pada
Blok IV.B.3;

- Sarana Pendidikan SMP Negeri 2
Labuan di SWP IV.B pada Blok
IV.B.3;

- Sarana Pendidkan SD Negeri 4
Dalaka di SWP IV.B pada Blok
IV.B.4;

- Sarana Pendidikan SMP 5 Sindue
di SWP IV.B pada Blok IV.B.4; dan

- tempat evakuasi sementara
terdapat di SWP IV.A pada Blok
IV.A4 dan SWP IV.B pada Blok
IV.B.3.

- Tempat Evakuasi Akhir

g.2.2
1

- Program Penyelenggaraan B

encana

1.1

- Pelayanan Pencegahan dan

Kesiapsiagaan Terhadap Bencana

1.1.1

Penyediaan dan
Pembangunan Tempat
Evakuasi Akhir

- Lapangan Sepak Bola Wani II di
SWP IV.A pada Blok IV.A.1;
- Lapangan Sepak Bola Labuan di

Pengendalian Operasi dan
Penyediaan Sarana
Prasarana Kesiapsiagaan
terhadap Bencana
(Penyediaan Areal Evakuasi
pada Ruang Terbuka Hijau
(RTH) Taman & Lapangan
Olah Raga dan Lapangan

SWP IV.A pada Blok IV.A.3;

- Lapangan Sepak Bola Labuan
Salumbone di SWP IV.A pada Blok
IV.A.4; dan

- tempat evakuasi akhir di SWP IV.B
pada Blok IV.B.3.

APBN/APBD
Prov./APBD
Kab./Swasta

Badan Nasional
Penanggulangan
Bencana, Pekerjaan
Umum dan
Perumahan Rakyat

Badan
Penanggulang
an Bencana
Daerah

Badan
Penanggulangan
Bencana Daerah

Swasta

APBN/APBD
Prov./APBD
Kab./Swasta

Badan Nasional
Penanggulangan
Bencana, Pekerjaan
Umum dan
Perumahan Rakyat

Badan
Penanggulang
an Bencana
Daerah

Badan
Penanggulangan
Bencana Daerah

Swasta




Pelaksana

Waktu Pelaksanaan

Kementerian / Lembaga Perangkat TP-1
No. Program Utama Lokasi ey yang Menyelenggarakagn Daerah P%l:\arinsi Perangkat Daerah Pemanglku dit | L L
Pendanaan Urusan Pemerintahan di an Kabupaten yang Kepentingan 2025 | 2026 2027 2028 | 2029 (2030-| (2035- | (2040)-
q yang membidangi Lainnya 2034) | 2039) | 2044)
Bidang membidangi
Terbuka)
Badan Nasional
Penyediaan Sarpras Minimal APBN/APBD Penanggu lang?n Badan Badan
Tempat Evakuasi Prov./APBD Bencana, Pekerjaan Penanggulang Penanggulangan Swasta
Kab./Swasta Umum dan an Bencana Bencana Daerah
Perumahan Rakyat Daerah
I PERWUJUDAN RENCANA POLA RUANG
A Perwujudan Zona Lindung
a Perwujudan Zona Perlindungan Setempat (PS)
1 Program Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (DAS)
1.1 Pelaksanaan Pengelolaan DAS Lintas Daerah Kabupaten dan dalam Daerah Kabupaten dalam 1 (satu) Daerah Provinsi
Pekerjaan
Pengawasan dan Pembinaan | qwp v A pada seluruh Blok dan | APBN/APBD . Cipta Karya Umum dan
11.1 Semua Kegiatan Rehabilitasi | SWP IV.B pada Blok IV.B.2, Blok | Prov./APBD Pekerjaan Umum dan dan Sumber Penataan B
Lahan Secara Terpadu Dan p ’ Perumahan Rakyat . Ruang/
. IV.B.3, dan Blok IV.B.4. Kab. Daya Air .
Berkesinambungan Lingkungan
Hidup
b Perwujudan Zona Ruang Terbuka Hijau (RTH)
1 Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI)
1.1 Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten /Kota
Pekerjaan
Umum dan
11.1 Pembebasan tanah untuk Kawasan Perkotaan Tanantovea dan APBD Kab./ ~ B Penataan Swasta
o keperluan RTH Labuan Swasta Ruang/
Lingkungan
Hidup
Pekerjaan
Peningkatan Kuantitas dan Umum dan
112 Kualitas Ketersediaan RTH Kawasan Perkotaan Tanantovea dan APBD _ B Penataan Swasta
o minimal 30% dari luas Labuan Kab./Swasta Ruang/
wilayah perencanaan Lingkungan
Hidup
b.1 | Sub-Zona Taman Kecamatan
1 Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI)
1.1 Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten /Kota
Pekerjaan
Umum dan
11.1 ’?enyediaan Sub-Zona SWP IV.B pada Blok IV.B.3. APBD Kab./ ~ B Penataan Swasta
aman Kecamatan Swasta Ruang/
Lingkungan
Hidup
Pekerjaan
Pengelolaan Umum dan
112 Keanekaragaman Hayati SWP IV.B pada Blok IV.B.3. APBD Kab./ B . Penataan Swasta
Sub-Zona Taman Swasta Ruang/
Kecamatan Lingkungan
Hidup
Pengelolaan Sarana dan APBD Kab./ Pekerjaan
1.1.3 | Prasarana Keanekaragaman SWP IV.B pada Blok IV.B.3. ) - - Umum dan Swasta
. Swasta
Hayati Sub-Zona Taman Penataan




Pelaksana

Waktu Pelaksanaan

Kementerian / Lembaga Perangkat TP-1
No. Program Utama Lokasi ey yang Menyelenggarakan |Daerah Provinsi Perangkat Daerah Pemanglku dit | L L
Pendanaan Urusan Pemerintahan di an Kabupaten yang Kepentingan 2025 | 2026 2027 2028 | 2029 (2030-| (2035- | (2040)-
q yang membidangi Lainnya 2034) | 2039) | 2044)
Bidang membidangi
Kecamatan Ruang/
Lingkungan
Hidup
b.2 | Sub-Zona Taman Kelurahan
1 Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI)
1.1 Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota
Pekerjaan
APBD Umum dan
1.1.1| Penyediaan Sub-Zona - SWP IV.A pada seluruh Blok; Kab./APBDe - - Penataan Pemerintah
Taman Kelurahan Ruang/ Desa/ Swasta
s/Swasta .
Lingkungan
Hidup
Pekerjaan
Pengelolaan APBD Umum dan
1.1.2 | Keanekaragaman Hayati - SWP IV.A pada seluruh Blok; Kab./APB - - Penataan Pemerintah
Desa/ Ruang/ Desa/Swasta
Sub-Zona Taman Kelurahan .
Swasta Lingkungan
Hidup
Pekerjaan
Pengelolaan Sarana dan APBD Umum dan
Prasarana Keanekaragaman . Kab./APB Penataan Pemerintah
1.1.3 Hayati Sub-Zona Taman - SWPIV.A pada seluruh Blok; Desa/ B ) Ruang/ Desa/Swasta
Kelurahan Swasta Lingkungan
Hidup
b.3 | Sub-Zona Taman RW
1 Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI)
1.1 Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota
Pekerjaan
APBD Umum dan
Penyediaan Sub-Zona Kab./APB ~ B Penataan Pemerintah
111 Taman RW SWPIV.B pada Blok IV.B.3. Desa/ Ruang/ Desa/Swasta
Swasta Lingkungan
Hidup
Pekerjaan
Pengelolaan APBD Umum dan
1.1.2 | Keanekaragaman Hayati SWP IV.B pada Blok IV.B.3. Kab./APB - - Penataan Pemerintah
Desa/ Ruang/ Desa/Swasta
Sub-Zona Taman RW .
Swasta Lingkungan
Hidup
Pekerjaan
Pengelolaan Sarana dan K;?)P?&B UI;: I‘::;aiin Pemerintah
1.1.3 | Prasarana Keanekaragaman SWP IV.B pada Blok IV.B.3. | - - N
H . Desa/ Ruang/ Desa/Swasta
ayati Sub-Zona Taman RW .
Swasta Lingkungan
Hidup
b.4 | Sub-Zona Pemakaman
1 Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI)
1.1 Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten /Kota
1.1.1 Pengembangan Sub-Zona - SWP IV.A pada seluruh Blok KSDP?&B _ B I}D;lffr?l?;n Pemerintah
o Pemakaman - SWP IV.B pada seluruh Blok | Desa/Swasta
Desa/ Penataan




| Pelaksana Waktu Pelaksanaan
Kementerian / Lembaga Perangkat TP-1
No. Program Utama Lokasi PSumber yang Menyelenggarakan |Daerah Provinsi Perangkat Daerah Pemanglku dit | L L
endanaan Urusan Pemerintahan di an Kabupaten yang Kepentingan 2025 | 2026 2027 2028 | 2029 (2030-| (2035- | (2040)-
. yang membidangi Lainnya 2034) | 2039) | 2044)
Bidang membidangi
Swasta Ruang/
Lingkungan
Hidup
Pekerjaan
APBD Umum dan
112 Pengelolaan Sub-Zona - SWP IV.A pada seluruh Blok Kab./APB B ) Penataan Pemerintah
o Pemakaman - SWP IV.B pada seluruh Blok Desa/ Ruang/ Desa/Swasta
Swasta Lingkungan
Hidup
Pekerjaan
P lol S ) APBD Umum dan
engelolaan sSarana an - SWP IV.A pada seluruh Blok Kab./APB Penataan Pemerintah
1.1.3 | Prasarana Sub-Zona - -
- SWP IV.B pada seluruh Blok Desa/ Ruang/ Desa/Swasta
Pemakaman .
Swasta Lingkungan
Hidup
c Perwujudan Zona Badan Air
1 Program Penyelenggaraan Sumber Daya Air (SDA) PADA Sub-Zona Badan Air
1.1 | Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota
Pekerjaan
X Umum dan
Normalisasi/Restorasi - SWP IV.A pada seluruh Blok APBN/APBD . Cipta Karya Penataan
1.1.1 - Prov./APBD Pekerjaan Umum dan Sumber -
Sungai - SWP IV.B pada seluruh Blok . Ruang/
Kab. Daya Air .
Lingkungan
Hidup
Pekerjaan
. Umum dan
Operasi dan Pemeliharaan - SWP IV.A pada seluruh Blok APBN/APBD . Cipta Karya Penataan
1.1.2 . Prov./APBD Pekerjaan Umum dan Sumber -
Sungai - SWP IV.B pada seluruh Blok . Ruang/
Kab. Daya Air .
Lingkungan
Hidup
B Perwujudan Zona Budi Daya
a Perwujudan Zona Pertanian
a.l | Sub-Zona Tanaman Pangan
1 Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian
1.1 Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian
penetapandan - SWP.IV.A pada Blok.IV.A.3; dan APBN/APBD o anian/ Tanaman Tanaman
1.1.1 ;ung - SWP.IV.B pada Blok IV.B.3 dan | Prov./APBD g Pangan dan ngan, -
Pertanian Pangan Blok IV.B.4 Kab Ruang/Pertanahan Hortikultura Hortikuturan
Berkelanjutan (LP2B) T i Nasional dan Perkebunan
Pendampingan Penggunaan | - SWP.IV.A pada Blok.IV.A.3; dan APBN/APBD Tanaman T;;r":“znan
1.1.2 | Sarana Pendukung - SWP.IV.B pada Blok IV.B.3 dan Prov./APBD Pertanian Pangan dan ngan, -
" ; Hortikuturan
Pertanian Blok IV.B.4. Kab. Hortikultura
dan Perkebunan
1.2 | Pengembangan Prasarana Pertanian
Pengelolaan Lahan - SWP.IV.A pada Blok.IV.A.3; dan APBN/APBD A rP(ztag1in4 t Tanaman T; n:lnan
1.2.1 | Pertanian Pangan - SWP.IV.B pada Blok IV.B.3 dan Prov./APBD graria gan 1ata Pangan dan angan, -
. Ruang/ Pertanahan ; Hortikuturan
Berkelanjutan Blok IV.B.4. Kab. . Hortikultura
Nasional dan Perkebunan
1.3 | Pembangunan Prasarana Pertanian
131 Pembangunan, Rehabilitasi - SWP.IV.A pada Blok.IV.A.3; dan APBN/APBD Pertani Tanaman Tanaman )
T dan Pemeliharaan - SWP.IV.B pada Blok IV.B.3 dan | Prov./APBD ertanian Pangan dan Pangan,




Pelaksana

Waktu Pelaksanaan

q Sumber Kementerian / T Perang t .|Perangkat Daerah Pemangku TP-1 TP-2 TP-3 TP-5
No. Program Utama Lokasi P yang Menyelenggarakan | Daerah Provinsi
endanaan Urusan Pemerintahan di an. Kabupaten yang Kepentingan 2025 | 2026 2027 2028 | 2029 (2030-| (2035- | (2040)-
. yang membidangi Lainnya 2034) | 2039) | 2044)
Bidang membidangi
Prasarana Pertanian Sub- Blok IV.B.4. Kab. Hortikultura Hortikuturan
Zona Tanaman Pangan dan Perkebunan
2 Program Penyuluhan Pertanian
2.1 | Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian
. Tanaman
Pengembangan Kapasitas - SWP.IV.A pada Blok.IV.A.3; dan APBN/APBD Tanaman Panean
2.1.1 | Kelembagaan Petani di - SWP.IV.B pada Blok IV.B.3 dan Prov./APBD Pertanian Pangan dan Ho rtiklg,1 tu;an -
Kecamatan dan Desa Blok IV.B.4. Kab. Hortikultura
dan Perkebunan
a.2 | Sub-zona Hortikultura
1 Program Penyuluhan Pertanian
1.1 Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian
. Tanaman
Pengembangan Kap.a51'tas - SWP IV.A pada seluruh Blok APBN/APBD ) Tanaman Pangan,
1.1.1 | Kelembagaan Petani di Prov./APBD Pertanian Pangan dan X -
- SWP IV.B pada seluruh Blok ; Hortikuturan
Kecamatan dan Desa Kab. Hortikultura
dan Perkebunan
a.3 | Sub-Zona Perkebunan
1 Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian
1.1 Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian
gendamEm%aILPenggunaan - SWP.IV.A pada Blok IV.A.2, Blok | APBN/APBD Tanaman T;maman
1.1.1 | paranarendukung IV.A.3; dan Prov./APBD Pertanian Pangan dan angan, -
Pertanian Sub-Zona Kab Hortikultura Hortikuturan
Perkebunan - SWP.IV.B pada seluruh Blok. : dan Perkebunan
1.2 Pengembangan Prasarana Pertanian
ge“yus‘;“a“ Ma;terplan - SWP.IV.A pada Blok IV.A.2, Blok | APBN/APBD Tanaman le‘“aman
1.2.1 engempbangan trasarana, IV.A.3; dan Prov./APBD Pertanian Pangan dan angan, -
Sarana, Kawasan dan - SWP.IV.B pada seluruh Blok Kab Hortikultura Hortikuturan
Komoditas Perkebunan V-EP i i dan Perkebunan
1.3 | Pembangunan Prasarana Pertanian
Pembangunan, Rehabilitasi | _ gwp 1y A pada Blok IV.A.2, Blok | APBN/APBD Tanaman Tanaman
dan Pemeliharaan . Pangan,
1.3.1 . IV.A.3; dan Prov./APBD Pertanian Pangan dan . -
Prasarana Pertanian > Hortikuturan
- SWP.IV.B pada seluruh Blok. Kab. Hortikultura
Perkebunan dan Perkebunan
2 Program Penyuluhan Pertanian
2.1 | Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian
. Tanaman
Pengembangan Kapasitas - SWP.IV.A pada Blok IV.A.2, Blok | APBN/APBD Tanaman Panean
2.1.1 | Kelembagaan Petani di IV.A.3; dan Prov./APBD Pertanian Pangan dan Hortiklgltu;an -
Kecamatan dan Desa - SWP.IV.B pada seluruh Blok. Kab. Hortikultura
dan Perkebunan
a.4 | Sub-Zona Peternakan
1 Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Peternakan
1.1 | Pembangunan Prasarana Peternakan
gz?gi;%;?;ﬁhablhta& - SWP IV.B da Blok IV.B.2, Blok APBN/APBD Tanaman T::flznan
1.1.1 . b pada blo -B.4, Blo Prov./APBD Pertanian Pangan dan ngan, -
Prasarana Pertanian Sub- IV.B.3, dan Blok IV.B.4. > Hortikuturan
’ Kab. Hortikultura
zona Peternakan dan Perkebunan
1.2 | Pengembangan Lahan Penggembalaan Umum
. . Tanaman
Identifikasi dan Penetapan - SWP IV.B pada Blok IV.B.2, Blok APBN/APBD ) Tanaman Pangan,
1.2.1 | Lahan Penggembalaan Prov./APBD Pertanian Pangan dan X -
IV.B.3, dan Blok IV.B.4. ; Hortikuturan
Umum Kab. Hortikultura
dan Perkebunan




Pelaksana

Waktu Pelaksanaan

: Sumber Kementerian / Lembaga Perangka t .|Perangkat Daerah Pemangku TP-1 TP-2 | TP-3 TP-5
No. Program Utama Lokasi yang Menyelenggarakan |Daerah Provinsi
Pendanaan Urusan Pemerintahan di an. Kabupaten yang Kepentingan 2025 | 2026 2027 2028 | 2029 (2030-| (2035- | (2040)-
q yang membidangi Lainnya 2034) | 2039) | 2044)
Bidang membidangi
Tanaman
Pengelolaan Lahan - SWP IV.B pada Blok IV.B.2, Blok APBN/APBD . Tanaman Pangan,
1.2.2 Prov./APBD Pertanian Pangan dan . -
Penggembalaan Umum IV.B.3, dan Blok IV.B.4. ; Hortikuturan
Kab. Hortikultura
dan Perkebunan
Pengembangan kawasan Tanaman
. - SWP IV.B pada Blok IV.B.2, Blok Pangan,
1.2.3 | peternakan berbasis IV.B.3, dan Blok IV.B.4. APBD Kab. - - Hortikuturan
silvopasture
dan Perkebunan
b Perwujudan Zona Pertambangan
b.1 | Sub-Zona Peruntukan Pertambangan Batuan
1 Program Pengelolaan Sumber Daya Mineral
1.1 | Penatausahaan Izin Pemanfaatan Langsung Sumber Daya Mineral Dalam Daerah Kabupaten/Kota
Penyusunan Rekomendasi Enerei
Perizinan dan Informasi Izin SWP IV.B pada Blok IV.B.2 dan APBN/APBD Energi Sumber Daya g
1.1.1 X Sumber Daya - -
Pemanfaatan Langsung Blok IV.B.3 Prov. dan Mineral .
. dan Mineral
Sumber Daya Mineral
Pengendalian dan
Pengawasan Pelaksanaan SWP IV.B pada Blok IV.B.2 dan APBN/APBD | Energi Sumber Daya Energi
1.1.2 | Perizinan Pemanfaatan X Sumber Daya - -
Blok IV.B.3 Prov. dan Mineral .
Langsung Sumber Daya dan Mineral
Mineral
b.2 | Sub-Zona Pertambangan Minyak dan Gas Bumi
1 Program Infrastruktur Minyak dan Gas Bumi
1.1 | Perwujudan Sarana Penyimpanan Bahan Bakar
Pengembangan Sarana Energi Sumber Daya B B B
1.1.1 Penyimpanan Bahan Bakar SWP IV.A pada Blok IV.A.4 APBN dan Mineral
c Perwujudan Zona Perumahan
1 Program Pengembangan Perumahan
1.1 | Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan
Fasilitasi Pemenuhan Perumahan,
Komitmen Penerbitan Izin Kawasan
Pembangunan dan Kawasan Perkotaan Tanantovea dan APBD Kab./ Permukiman,
- - Swasta
Pengembangan Perumahan Labuan Swasta dan
Terintegrasi Secara Pertanahan/
Elektronik Pertanahan
Perumahan,
Koordinasi dan Sinkronisasi Kawasan
Pengendalian Pembangunan Kawasan Perkotaan Tanantovea dan APBD Kab./ Permukiman,
- - Swasta
dan Pengembangan Labuan Swasta dan
Perumahan Pertanahan/
Pertanahan
2 Program Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum Program Kawasan Permukiman
2.1 Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha
Koordinasi dan Sinkronisasi
Pengendalian Penataan Perumahan,
211 Pemugaran/Peremajaan Kawasan Perkotaan Tanantovea dan APBN/APBD Pekerjaan Umum dan ) Kawasan )
o Permukiman Kumuh Labuan Kab. Perumahan Rakyat Permukiman,
(Evaluasi Penanganan dan Pertanahan
Permukiman Kumuh)
2.1.2 Koordinasi dan Sinkronisasi Kawasan Perkotaan Tanantovea dan APBN/APBD Pekerjaan Umum dan ) Perumahan, )
o Pengendalian Labuan Kab. Perumahan Rakyat Kawasan




Pelaksana

Waktu Pelaksanaan

q Sumber Kementerian / T Perang t .|Perangkat Daerah Pemangku TP-1 TP-2 TP-3 TP-5
No. Program Utama Lokasi P yang Menyelenggarakan | Daerah Provinsi
endanaan Urusan Pemerintahan di an. Kabupaten yang Kepentingan 2025 | 2026 2027 2028 | 2029 (2030-| (2035- | (2040)-
q yang membidangi Lainnya 2034) | 2039) | 2044)
Bidang membidangi
Penyelenggaraan Permukiman,
Pemugaran /Peremajaan dan Pertanahan
Permukiman kumuh
(Peningkatan Kualitas
Lingkungan Permukiman
(Pembangunan PSU dan
RTLH)
3 Program Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum (PSU)
3.1 Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan
Penyediaan Prasarana,
Sarana, dan Utilitas Umum
di Perumahan untuk Perumahan,
X X . Kawasan Perkotaan Tanantovea dan APBN/APBD Pekerjaan Umum dan Kawasan
3.1.1 | Menunjang Fungsi Hunian - . -
. Labuan Kab. Perumahan Rakyat Permukiman,
(Penyediaan PSU Rumah
dan Pertanahan
Swadaya, Rumah Umum
dan Komersial)
Penyediaan Prasarana,
Sarana, dan Utilitas Umum
di Perumahan untuk h
Menunjang Fungsi Hunian . Perumahan,
Kawasan Perkotaan Tanantovea dan APBN/APBD Pekerjaan Umum dan Kawasan
3.1.2 | (Pendataan dan Pemetaan - . -
o : Labuan Kab. Perumahan Rakyat Permukiman,
Kewajiban Penyediaan dan Pertanahan
Fasum/Fasos dan RTH
Perumahan Oleh
Pengembang)
c.1 | Sub-Zona Perumahan Kepadatan Tinggi
1 Program Pengembangan Sub-zona Perumahan Kepadatan Tinggi
1.1 Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan
Pengendalian pada sub-zona APBN/APBD Pekers U d P(;{rumahan,
1.1.1 | perumahan kepadatan SWP IV.A pada seluruh Blok exerjaan LVmum dan - awasan -
Tinggi Kab. Perumahan Rakyat Permukiman,
dan Pertanahan
Penataan lingkungan Perumahan,
kawasan pada sub-zona APBN/APBD Pekerjaan Umum dan Kawasan
1.1.2 perumahan kepadatan SWP IV.A pada seluruh Blok Kab. Perumahan Rakyat ) Permukiman, )
tinggi dan Pertanahan
Pembangunan dan Penataan
Sarana dan Prasarana Perumahan,
1.1.3 | Pendukung pada Sub-Zona SWP IV.A pada seluruh Blok APBN/APBD Pekerjaan Umum dan - Kawa§an -
Kab. Perumahan Rakyat Permukiman,
Perumahan Kepadatan
inggi dan Pertanahan
Tinggi
Penyediaan Ruang Terbuka Perumahan,
Hijau pada Sub-Zona APBN/APBD Pekerjaan Umum dan Kawasan
1.1.4 Perumahan Kepadatan SWP IV.A pada seluruh Blok Kab. Perumahan Rakyat ) Permukiman, .
Tinggi dan Pertanahan
c.2 | Sub-zona Perumahan Kepadatan Sedang
1 Program Pengembangan Sub-zona Perumahan Kepadatan Sedang
1.1 | Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan
111 Pzﬁielgiai;arﬁepzc;zts;})—zona - SWP IV.A pada seluruh Blok APBN/APBD Pekerjaan Umum dan ) P(;{r;l“r;;as};in, )
o p p - SWP IV.B pada seluruh Blok Kab. Perumahan Rakyat .
sedang Permukiman,




Pelaksana

Waktu Pelaksanaan

Kementerian / Lembaga Perangkat TP-1
No. Program Utama Lokasi PSumber yang Menyelenggarakan |Daerah Provinsi Perangkat Daerah Pemanglku dit | L L
endanaan Urusan Pemerintahan di an Kabupaten yang Kepentingan 2025 | 2026 2027 2028 | 2029 (2030-| (2035- | (2040)-
. yang membidangi Lainnya 2034) | 2039) | 2044)
Bidang membidangi
dan Pertanahan
Penataan lingkungan APBN/APBD ) Perumahan,
112 kawasan pada sub-zona - SWP IV.A pada seluruh Blok Kab./ Pekerjaan Umum dan ) Kawasan Swasta
o perumahan kepadatan - SWP IV.B pada seluruh Blok S § Perumahan Rakyat Permukiman,
wasta
sedang dan Pertanahan
Pembangunan dan Penataan Perumahan
Sarana dan Prasarana - SWP IV.A pada seluruh Blok APBN/APBD Pekerjaan Umum dan Kawasan
1.1.3 | Pendukung pada Sub-Zona Kab./ - . Swasta
- SWP IV.B pada seluruh Blok Perumahan Rakyat Permukiman,
Perumahan Kepadatan Swasta
dan Pertanahan
Sedang
Penyediaan Ruang Terbuka APBN/APBD Perumahan,
1.1.4 Hijau pada Sub-Zona - SWP IV.A pada seluruh Blok Kab./ Pekerjaan Umum dan B Kawasan Swasta
o Perumahan Kepadatan - SWP IV.B pada seluruh Blok ¥ Perumahan Rakyat Permukiman,
Swasta
Sedang dan Pertanahan
c.3 | Sub-zona Perumahan Kepadatan Rendah
1 Program Pengembangan Sub-zona Perumahan Kepadatan Rendah
1.1 Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan
Penataan dan Revitalisasi Perumahan,
111 Kawasan pada Sub-Zona - SWP IV.A pada seluruh Blok APBD Kab./ B . Kawasan Swasta
o Perumahan Kepadatan - SWP IV.B pada seluruh Blok Swasta Permukiman,
Rendah dan Pertanahan
Penataan Lingkungan Perumahan,
112 Kawasan pada Sub-Zona - SWP IV.A pada seluruh Blok APBD Kab./ B . Kawasan Swast
o Perumahan Kepadatan - SWP IV.B pada seluruh Blok Swasta Permukiman, asta
Rendah dan Pertanahan
Sarana gan Prasarana Perumahan,
- SWP IV.A pada seluruh Blok APBD Kab./ Kawasan
1.1.3 | Pendukung Pada Sub-Zona - - . Swasta
- SWP IV.B pada seluruh Blok Swasta Permukiman,
Perumahan Kepadatan
dan Pertanahan
Rendah
d Perwujudan Zona Sarana Pelayanan Umum (SPU)
d.1 | Sub-zona SPU Skala Kota
1 Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat
1.1 | Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota
P b s d - SWP IV.A pada seluruh Blok; dan
1.1.2 Sex]ljg;m a‘;ffg‘ll I‘;‘ri‘na ada - SWP IV.B pada Blok IV.B.2, Blok | APBD Kab. - - Kesehatan -
ub-sona dkata fota IV.B.3 dan Blok IV.B.4.
Rehabilitasi dan - SWP IV.A pada seluruh Blok; dan
1.1.3 | Pemeliharaan Sarana pada - SWP IV.B pada Blok IV.B.2, Blok APBD Kab. - - Kesehatan -
Sub-Zona SPU Skala Kota IV.B.3 dan Blok IV.B.4.
2 Program Pengelolaan Peribadatan
2.1 | Pengelolaan Masjid dan Mushola
Penataan, Rehabilitasi, dan - SWP IV.A pada seluruh Blok; dan Pekeriaan
211 Pemeliharaan Masjid dan - SWP IV.B pada Blok IV.B.2, Blok APBD Kab ~ B Umurri dan B
o Mushola pada Sub-Zona IV.B.3 dan Blok IV.B.4. ’ Penataan Ruan
SPU Skala Kota &
3 Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI)
3.1 Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten /Kota
Perwujudan RTH Privat - SWP IV.A pada seluruh Blok; dan Pekerjaan
3.1.1 | Sub-Zona SPU Skala Kota - SWP IV.B pada Blok IV.B.2, Blok APBD Kab. - - Umum dan -

Sesuai Ketentuan Intensitas

IV.B.3 dan Blok IV.B.4.

Penataan Ruang




Pelaksana

Waktu Pelaksanaan

Kementerian / Lembaga Perangkat TP-1
No. Program Utama Lokasi P::;::::n yang Menyelenggarakan |Daerah Provinsi P;;:r‘:i]::;:)a:;agh Ki:?:;:gll; :n (ZT::;‘Z)_ (g::;g_ (21;)1:3)_
Urusan Pemerintahan di yang B daz gi Lainnya 2025 | 2026 2027 2028 | 2029 2034) | 2039) | 2044)
Bidang membidangi
Pemanfaatan Ruang | | |
d.2 | Sub-Zona SPU Skala Kecamatan
1 Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat
1.1 Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota
Rehabilitasi dan SWP IV.A pada Blok IV.A.1, Blok APBN/APBD
11.1 Pemeliharaan Puskesmas IV.A.2, Blok IV.A.3 dan Blok IV A4 Prov./APBD Kesehatan Kesehatan Kesehatan B
pada Sub-Zona SPU Skala - SWP IV.B pada Blok IV.B.2, Blok Kab
Kecamatan IV.B.3 dan Blok IV.B.4 |
2 Program Pengelolaan Pendidikan
2.1 | Pengelolaan Sarana Pendidikan Skala Kecamatan
Rehabilitasi Sedang/Berat - SWP IV.A pada Blok IV.A.1, Blok | APBN/APBD Pendidikan
211 Sarana, Prasarana dan IV.A.2, Blok IV.A.3 dan Blok IV.A.4 Prov./APBD Pendidikan dan Pendidikan Swasta
o Utilitas Sekolah pada Sub- - SWP IV.B pada Blok IV.B.2, Blok Kab./ Kebudayaan Kebudayaan
zona SPU Skala Kecamatan IV.B.3 dan Blok IV.B.4 Swasta
Pemeliharaan Rutin - SWP IV.A pada Blok IV.A.1, Blok | APBN/APBD Pendidikan
212 Bangunan Gedung dan IV.A.2, Blok IV.A.3 dan Blok IV.A.4 Prov./APBD Pendidikan dan Pendidikan Swasta
o Ruangan pada Sub-Zona - SWP IV.B pada Blok IV.B.2, Blok Kab./ Kebudayaan Kebudayaan
SPU Skala Kecamatan IV.B.3 dan Blok IV.B.4 Swasta
Pemeliharaan Rutin Sarana, - SWP IV.A pada Blok IV.A.1, Blok | APBN/APBD Pendidikan
213 Prasarana dan Utilitas IV.A.2, Blok IV.A.3 dan Blok IV.A.4 Prov./APBD Pendidikan dan Pendidikan Swasta
o Sekolah pada Sub-Zona SPU | - SWP IV.B pada Blok IV.B.2, Blok Kab./ Kebudayaan Kebudavaan
Skala Kecamatan IV.B.3 dan Blok IV.B.4 Swasta Y
Pemeliharaan Rutin - SWP IV.A pada Blok IV.A.1, Blok | APBN/APBD Pendidikan
214 Bangunan Gedung dan IV.A.2, Blok IV.A.3 dan Blok IV.A.4 Prov./APBD Pendidikan dan Pendidikan Swasta
o Ruangan pada Sub-zona - SWP IV.B pada Blok IV.B.2, Blok Kab./ Kebudayaan Kebudavaan
SPU Skala Kecamatan IV.B.3 dan Blok IV.B.4 Swasta Yy
3 Program Pengelolaan Peribadatan
3.1 Pengelolaan Masjid dan Mushola
Penataan, Rehabilitasi, dan - SWP IV.A pada Blok IV.A.1, Blok Pekeriaan
Pemeliharaan Masjid dan IV.A.2, Blok IV.A.3 dan Blok IV.A.4 APBD Kab./ J
3.1.1 - - Umum dan Swasta
Mushola pada Sub-Zona - SWP IV.B pada Blok IV.B.2, Blok Swasta Penataan Ruang
SPU Skala Kecamatan IV.B.3 dan Blok IV.B.4
Rehabilitasi dan
Pemeliharaan Puskesmas
. - SWP IV.A pada Blok IV.A.1, Blok
Pembantu /Poskesdes/Polin
1.1.2 | des dan/atau sarana Iv.A.2, Blok IV.A.3 dan Blok IV.A.4 APBD Kab. - - Kesehatan -
kesehatan lainnya pada - SWP IV.B pada Blok IV.B.2, Blok
Sub-Zona SPU Skala IV.B.3 dan Blok IV.B.4
Kecamatan
4 Program Penataan Bangunan dan Lingkungannya
4.1 | Penyelenggaraan Penataan bangunan dan Lingkungannya
Pembebasan lahan/tanah - SWPIV.A pada Blok IV.A.1, Blok
1.1.1 | untuk pembangunan IV.A.2, dan Blok IV.A.3 APBD Kab. Perhubungan - Perhubungan -
terminal penumpang tipe C - SWP.IV.B pada Blok IV.B.3
Pembangunan sarana dan
1.1.2 | prasarana ter‘minal ) ISVW: ;Y;gga];zf };)EJXA'I’ Blok APBD Kab. Perhubungan - Perhubungan -
penumpang tipe C
d.3 | Sub-Zona SPU Skala Kelurahan
1 Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat
1.1 Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota




L{ Pelaksana Waktu Pelaksanaan
ementerian / Lembaga Perangkat TP-1
No. Program Utama Lokasi ey yang Menyelenggarakan |Daerah Provinsi Perangkat Daerah Pemanglku dit | L L
Pendanaan Urusan Pemerintahan di an Kabupaten yang Kepentingan 2025 | 2026 2027 2028 | 2029 (2030-| (2035- | (2040)-
. yang membidangi Lainnya 2034) | 2039) | 2044)
Bidang membidangi
Rehabilitasi dan
Pemeliharaan Puskesmas - SWP IV.A pada Blok IV.A.1, Blok
Pembantu/Poskesde/Polind IV.A.2, Blok IV.A.3 dan Blok IV.A.4;
1.1.1 | es dan atau sarana dan APBD Kab. - - Kesehatan -
kesehatan lainnya pada - SWP IV.B pada Blok IV.B.2, Blok
Sub-Zona SPU Skala IV.B.3 dan Blok IV.B.4.
Kelurahan
2 Program Pengelolaan Pendidikan
2.1 Pengelolaan Sarana Pendidikan Skala Kelurahan
Pembangunan Sarana, - SWP IV.A pada Blok IV.A.1, Blok )
Prasarana dan Utilitas IV.A.2, Blok IV.A.3 dan Blok IV.A.4; APBD Kab./ Pekerjaan
2111 sekolah pada Sub-zona SPU dan Swasta B ) Umum dan Swasta
Skala Kelurahan - SWP IV.B pada Blok IV.B.2, Blok Penataan Ruang
IV.B.3 dan Blok IV.B.4.
e - SWP IV.A pada Blok IV.A.1, Blok
Rehabilitasi Sedang/Berat VA2, Blok IV.A.3 dan Blok V.A.4: Pekerjaan
Sarana, Prasarana dan APBD Kab./
2121 Gtilitas Sekolah pada Sub- dan Swasta - B Umum dan Swasta
zona SPU Skala Kelurahan - SWP IV.B pada Blok IV.B.2, Blok Penataan Ruang
IV.B.3 dan Blok IV.B.4.
Pemeliharaan Rutin - SWP IV.A pada Blok IV.A.1, Blok
B IV.A.2, Blok IV.A.3 dan Blok IV.A.4; Pekerjaan
angunan Gedung dan APBD Kab./
2.1.3 Ruangan pada Sub-zona dan Swasta B ) Umum dan Swasta
SPU Skala Kelurahan - SWP IV.B pada Blok IV.B.2, Blok Penataan Ruang
IV.B.3 dan Blok IV.B.4.
3 Program Pengelolaan Peribadatan
8. Pengelolaan Masjid dan Mushola
e - SWP IV.A pada Blok IV.A.1, Blok
Penataan, Rehabilitasi, dan IV.A.2, Blok IV.A.3 dan Blok IV.A.4; Pekerjaan
Pemeliharaan Masjid dan APBD Kab./
3-1.1 Mushola pada Sub-Zona dan Swasta - B Umum dan Swasta
SPU Skala Kelurahan - SWP IV.B pada Blok IV.B.2, Blok Penataan Ruang
IV.B.3 dan Blok IV.B.4.
4 Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI)
4.1 | Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota
- SWP IV.A pada Blok IV.A.1, Blok
Perwujudan RTH Privat IV.A.2, Blok IV.A.3 dan Blok IV.A.4; APBD Kab./ Pekerjaan
4.1.1 | Sub-Zona SPU Skala dan Swasta ’ - - Umum dan Swasta
Kelurahan - SWP IV.B pada Blok IV.B.2, Blok Penataan Ruang
IV.B.3 dan Blok IV.B.4.
e Perwujudan Zona Perdagangan dan Jasa
e.l | Sub-Zona Perdagangan dan Jasa Skala Kota
1 Program Penyelenggaraan Penataan Ruang
Pekerjaan
Umum dan
Pengembangan Perdagangan Penataan Ruang
LI 4an Jasa Skala Kota SWP IV.A pada Blok IV.A.3. APBD Kab. - B / Perindustrian B
dan
Perdagangan
Pengembangan Sarana dan I}Jril}ilerlrjlila;n
1.1.2 | Prasarana Perdagangan SWP IV.A pada Blok IV.A.3. APBD Kab. - - -

Jasa Skala Kota

Penataan Ruang
/ Perindustrian




l

Pelaksana

Waktu Pelaksanaan

Kementerian / Lembaga Perangkat TP-1
No. Program Utama Lokasi PSumber yang Menyelenggarakan |Daerah Provinsi Perangkat Daerah Pemanglku dit | L L
endanaan Urusan Pemerintahan di an Kabupaten yang Kepentingan 2025 | 2026 2027 2028 | 2029 (2030-| (2035- | (2040)-
q yang membidangi Lainnya 2034) | 2039) | 2044)
Bidang membidangi
dan
Perdagangan
Pekerjaan
Perwujudan RTH privat P Ur{lum lc;an
1.1.3 | Sub-Zona Perdagangan dan | SWP IV.A pada Blok IV.A.3. APBD Kab. - - coataan ~uang -
/ Perindustrian
Jasa Skala Kota dan
Perdagangan
2 Program Peningkatan Penyelenggaraan Pemerintahan, Kesejahteraan Rakyat Dan Pengembangan
2.1 | Peningkatan Kesejahteraan Rakyat, Perekonomian dan Pembangunan
Pengembangan Pekerjaan
& gan, Umum dan
Pembangunan dan/atau Penataan Ruan.
2.1.1 | Pemeliharaan Pasar dan SWP IV.A pada Blok IV.A.3. APBD Kab. - - ) ang -
/ Perindustrian
Sarana Perdagangan dan
Lainnya Perdagangan
Perencanaan Penataan Pekerjaan
Umum dan
Sarana dan Prasarana PKL Penataan Ruan
2.1.2 | pada Sub-Zona SWP IV.A pada Blok IV.A.3. APBD Kab. - - ) ang -
/ Perindustrian
Perdagangan dan Jasa d
an
Skala Kota
Perdagangan
e.2 | Sub-Zona Perdagangan dan Jasa Skala WP
1 Program Penyelenggaraan Penataan Ruang
Pekerjaan
Pengembangan Kawasan - SWP IV.A pada seluruh Blok; dan Pe:;:;rﬁ l(iir;n
1.1.1 | Peruntukan Perdagangan - SWP IV.B pada Blok IV.B.4. APBD Kab. - - ) ang -
/ Perindustrian
dan Jasa Skala WP -
dan
Perdagangan
Pekerjaan
Pengembangan Sarana dan Umum dan
engembangan sarana ga - SWP IV.A pada seluruh Blok; dan Penataan Ruang
1.1.2 | Prasarana Perdagangan APBD Kab. - - ) . -
- SWP IV.B pada Blok IV.B.4. / Perindustrian
Jasa Skala WP dan
Perdagangan
Pekerjaan
. . Umum dan
Perwujudan RTH privat - SWP IV.A pada seluruh Blok; dan Penataan Ruang
1.1.3 | Sub-Zona Perdagangan dan APBD Kab. - - . - -
- SWP IV.B pada Blok IV.B.4. / Perindustrian
Jasa Skala WP dan
Perdagangan
2 Program Peningkatan Penyelenggaraan Pemerintahan, Kesejahteraan Rakyat Dan Pengembangan
2.1 | Peningkatan Kesejahteraan Rakyat, Perekonomian dan Pembangunan
Pekerjaan
Pengembangan,
Pembangunan dan/atau Umum dan
. - SWP IV.A pada seluruh Blok; dan ~ B Penataan Ruang B
2.1.1| Pemeliharaan Pasar dan - SWP IV.B pada Blok IV.B.4. APBD Kab. / Perindustrian
Sarana Perdagangan dan
Lainnya Perdagangan
2.1.2 | Perencanaan Penataan - SWP IV.A pada seluruh Blok; dan APBD Kab. - - Pekerjaan -




L{ Pelaksana Waktu Pelaksanaan
ementerian / Lembaga Perangkat TP-1
No. Program Utama Lokasi ey yang Menyelenggarakagn Daerah P%l:\arinsi Perangkat Daerah Pemanglku dit | L L
Pendanaan Urusan Pemerintahan di an Kabupaten yang Kepentingan 2025 | 2026 2027 2028 | 2029 (2030-| (2035- | (2040)-
. yang membidangi Lainnya 2034) | 2039) | 2044)
Bidang membidangi
Sarana dan Prasarana PKL - SWP IV.B pada Blok IV.B.4. Umum dan
pada Sub-Zona Penataan Ruang
Perdagangan dan Jasa / Perindustrian
Skala WP dan
Perdagangan
e.3 | Sub-Zona Perdagangan dan Jasa Skala SWP
1 Program Penyelenggaraan Penataan Ruang
Pekerjaan
Pengembangan Sarana dan - SWP IV.A pada Blok IV.A.1, Blok Umum dan
111 Prasarana Sub-Zona IV.A.3 dan Blok IV.A.4; dan APBD Kab B ) Penataan Ruang )
o Perdagangan Jasa Skala - SWP IV.B pada Blok IV.B.1, Blok ’ / Perindustrian
SWP IV.B.2, dan Blok IV.B.3. dan
Perdagangan
Pekerjaan
Pengendalian Pertumbuhan - SWP IV.A pada Blok IV.A.1, Blok Umum dan
1.1.2 | Kegiatan Perdagangan dan IV.A.3 dan Blok IV.A.4; dan APBD Kab - - Penataan Ruang -
o Jasa - SWP IV.B pada Blok IV.B.1, Blok : / Perindustrian
IV.B.2, dan Blok IV.B.3. dan
Perdagangan
f Perwujudan Zona Perkantoran (KT)
1 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten
1.1 | Administrasi Umum Perangkat Daerah
Pekerjaan
Umum dan
Pemeliharaan dan Penataan Ruang
1.1.2 | Perawatan Bangunan ) ggg gg I;ziz 221132?1 Egi APBD Kab. - - /Perencanaan -
Gedung Daerah Kabupaten ’ dan
Pembangunan
Daerah
Pekerjaan
Penyediaan RTH privat pada P Umum dan
.. enataan Ruang
113 Zona Perkantorar} Minimal - SWP IV.A pada seluruh Blok APBD Kab. ~ B /Perencanaan B
Sebesar 20% dari Luas - SWP IV.B pada seluruh Blok dan
Persil
Pembangunan
Daerah
g Zona Transportasi
1 Program Penataan Bangunan dan Lingkungannya
1.1 Penyelenggaraan Penataan bangunan dan Lingkungannya di Daerah kabupaten
brasarana Torminal Barang, | ~ SWFIVA pada Blok VAL Blok | 0 P
1.1.3 T inal Kh d ’ IV.A.2, dan Blok IV.A.3 K‘ b Perhubungan Perhubungan Perhubungan Swasta
ermina usus, dan ab./
Pelabuhan Pengumpul - SWP.IV.B pada Blok IV.B.3 Swasta
gump
Rehabilitasi dan
Eomel e T | - SWP VA pada Bk AL mok | AFEN/ATED
1.1.4 g ? IV.A.2, dan Blok IV.A.3 Perhubungan Perhubungan Perhubungan Swasta
dan Pelabuhan Pengumpul . SWP.IV.B pada Blok IV.B.3 Kab./
i .IV.B pada Blo .B.
(Fasilitas Utama dan Swasta
Pendukung)
h Perwujudan Zona Peruntukan Lainnya
i.l Sub-Zona Pergudangan




Perdagangan,
, - SWP IV.A pada seluruh Blok; dan Perindustrian,
sa.y | BRI - SWP IV.B pada Blok VB2 dan | APBDKab/S . Kaperam, dan Swasta
Perpidangy Blok IV.B.3. Usaha Kecil dan
Menengah
: A Perdagangan,
g e o - SWPIV.A pada seluruh Bloki dan | joorn o Perindustrian,
142 | 3 Fapudangan - SWP IV.B pada Blok IV.B.2 dan : Koperasi, dan Swasta
engan minimal 30% dari wasta :
Z Blok IV.B.3. Usaha Kecil dan
luas kavling M
enengah
i Badan Jalan
1 Pmﬂ'_a_m anyeien_ma_ Lalu Lintas dan Angk__um.n J alm (LLA)
11 -nvediaan [ in di Jalan Nasione st dan/atau Kabupaten
Pengem bangan dm . =
111 Pembangunan Prasarana - BWP IV, A pada seluruh Blok ";fff;ggg Pekerjiaan Umum dan d::;:::gn l?; tmada“
24| Jalan di Jalan Kabupaten, - SWPIV.B pada seluruh Blok ks Perumahan Rakvat Ru Pennta£ R:“
Provinsi dan/atau Nasional . SRR ang
Penyediaan Perlengkapan B APBN /AFBD ; Bina Marga Pekerjaan
1.1.2| Jalan di Jalan Kabupaten, | © SU7 03 Paca selrb ok Prov./APBD | Pereniaan Umumi dan | o penataan | Umum dan
Provinsi, dan/ atnu Nasional i Kab. Ruang Penataan Rua
2
2.4 :
} APBN/AFBED ; Bina Marga Pekerjaan
2.1.1| Penataan Badan Jalan B gﬁg ﬁg F:ﬁ: :ﬂu :“l:l BBEZII: Prov. /APBD Pe},]::;l?r&?]g:;& c::n dan Penataan Umum dan
R e Kab. ¥ Ruang Penataan Ruang

BUPATI DONGGALA,

T VERA ELENA LARUNI




LAMPIRAN XV

PERATURAN BUPATI DONGGALA

NOMOR 14 TAHUN 2025

TENTANG

RENCANA DETAIL TATA RUANG KAWASAN
PERKOTAAN TANANTOVEA DAN LABUAN

TABEL KETENTUAN KEGIATAN DAN PENGGUNAAN LAHAN (ITBX) RDTR KAWASAN PERKOTAAN TANANTOVEA DAN LABUAN

s B T, g 7
| N . |
wang tuka Miju N3 1 - Pei R ¥ Pertambangan
(HTH o e i
E |
3 M
. ? (s .

- Thran dan Jalor Hia
[ 2 [Pemakaman ]

us Lapangan

SPU Skala

Hycamatan
SPU Skuln
Kelurahan

Fergudangar

['.
2
2
)
2
"

]

| & |Kotam Retensij Embung
“

Pestaniun Serealis (Bukan
Prafif Ancha Kacang damn
Hiji-bijian Penghamil
Minyni: (Lahan Kering)

Tamaman Sayuran Buak

Jazs Pengoluhan Lahan
Pengolatan /Pergudangan

Hugil Pertinian dun
Pericebcnnn (Jasa

5O ) A PR G TS e, Shwe Iy e T Ty PRSI e ET e ey oy (NS (e e W 10 e A G GETEE BASER

Ternak Unggas

O

| 26 |Penggembaloan Hewan

Kandang Unggas

'
n
ﬂ

T R T e T T ey (e iy e nia Mo (Rt (ot Moty vAmum e Fomsr gt sy TESSSITE (T



WalidR13
Typewritten text
LAMPIRAN XV
PERATURAN BUPATI DONGGALA
NOMOR 14 TAHUN 2025
TENTANG
RENCANA DETAIL TATA RUANG KAWASAN
PERKOTAAN TANANTOVEA DAN LABUAN

WalidR13
Typewritten text
TABEL KETENTUAN  KEGIATAN DAN PENGGUNAAN LAHAN (ITBX) RDTR KAWASAN PERKOTAAN TANANTOVEA DAN LABUAN


Ruang Terbuk

|RTH)

Fenangkapar / Pengambiin
wang di Lindiingl

atau Termasuk dalam

Appendils CITIES

Penangkapan,
Pengambilar Mamalis vang|
di Lindungl atau Termasuk
dalam Appendiks CITIES

Penangkapan /Pengambila
o Crustaces yang di
Linduong aiau Termastk
dulam Appendiks CITIES

1 Coeleaternti vang di
Lindung: siau Termasuk
d Appendiks CITIES

Penanghapan /Pengambila
# Echinodermata yang di
melw aiay Teremask

Lindungi ety Termasuk
dalaom Appendiks CITIES
Penangioapin fPengambila
n Mkan Bersing [Piaces|
yang di Lindung atai
Termasul delam

Penangkapan / Pemgarnhils
1 Molunscs yang o
gl stau Termasuk

Penangixpan /Peogum biin
n Repti ng i Lindungi
atay Termasuk dalam
Annd.l.kg CITIES

Bidang Seni don Festival
Bend

Hijau

Pertambany
iT




Ruang Terboka Hijan
IRTH

Heoamat
&PU Skala
Kelirahan

3

Rea! Estate Yang Dimiliki
Bendiri atou disewn

- Kantin / Kednl




Toko Perlengloapan
Kenidaraan Bermolor

Tulkko Pakainm dan
Akacuorics

Toko Hewan Pelihoraan

|Pet Shayjs)

truka

Hijan

TONA BUDI DAYA

sPU-2

SPY Bkala
Kelurshan

n
]
a

Pergudangan

=




ZORA LINDURG Z0NA BUDI DATA

Ruang Terbuka Hijau 1 i = 3 ! ambangan L arama Pelsyanan Umum
(RTH] < | i [T} (i

BPI Skala
Kelorahan

m
3

Pengeimibangan IPTEK

Jass Permwatan atay
Perbuikan atau Renovas:
Farang

Jasin Benghel

Jasa Pengecatun

WJasa Las, Kenteng

titar Mekanan
dan Minuman [Cotermg)

[Jana Pemaspran Propertl

Jana Peritrntoran atau
Bisnls Laitinys

Hagn Cyed Pukadan
[Laundmy)

Hasa: Telckomunilkas)

Josa Keschatar dan

Jana Hiburan




whia Hijau - - 8 Pertambangan Periimahan o Umsm
THI i e == T

EPU Binln
Eeinrshas
Pergudangan

]
T
-




Jasa Multimedia Lainnya

Reparas Kamputer dan
Peralatan Sejenisnyn

(Reparasi Peralaian
Komunikas

[Fepurast Auat-Alst
Elcktranik Konaumen

Reporasi Peraloisn Bumah
Tangga dan Peralaian
Rumah dan Kzbun
Eecparusi Poralatan Barnng
Burmuh Tangga dan Pritadi
Lalnnyn

Reparus Furniture dan
Perlengkapan Rimsh

Reparasi Alas Kaki dan
Burang dari Kulit

Reproduksi Medis
Relaman Film dan Vidioo

Reparasi Produk Sen
dan Amunisl

Reparns
PernlatanFotogenik
danOptk

Reparnsl Botreral
Alcumulnbar Listrik

Jasa Inspeksi Periodik

hana Inpekad Teknik

WJasa Commissioning

Berbagnd Pengerjuan
Ehusus Logam Dan Baran,

Jnsa Ralibrasi/Metmlogi

n Umum

8PU Skals
Kelurahun

n
2

Pergudangan |

]
B
@




EONA LINDUNG

Ruang Terbuka
|RTH|

EFUl Sicals

Analims don Uji Teknis
Lainnyas

Feparnsl Barang Rumah
Tangga dan Pribadi
Lainnya

J!rwﬂﬂl Meain Un
Keperluan Umum

Feparani Mokal

parasi dan Perawatan
Bepeda Motor

Hepuras Kapal, Perab,

Reporasi Produk Logam
Siap Pasang untidk
Bangunian, Tangki, Tandon
Alr, dan Generator Unp

Reparani Produk Logam
Falbstiesst Lainrys

Reparasi Mesin untuk
Fepertuan Khusis

Reparasi Peralaten Lisirile
Lalnmys

Reparasi Peralatan Lainmys

Reparasd Alsr Ulur, Alst
Ui, 1 Perndainn Fovggusi
dan Pengontrn

Jusa Penguji Laboracorium
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T Enmunikasi dan Limbah

KETERANGAN:
I = Diperbolehkan | Diizinkan

T = Bersvarat Secara Terbatas
klasifikasi T1 pembatasan wakiu operasional berupa durasi dan/atau jam operasi kegiatan

Ilasifikasi T2 prmbatasan intensitas ruang atau buas, baik dalam bentuk pembatasan luss maksimum kegiatan df dalam Sub-Zona maupun di dalam kavling tanah, dengan tujuan untuk mengurang dominasi pemanfaatan ruang di sekitarnya

klasifikasi T3 pembatasan jumlah pemanfastan, jika pemanfaatan yang diusulkan telah ada dan mampu melayani kebutuhan
klasifilkasi T4 terbatas henya pada kegiatan industri skala mikro dan kecil

klagifikasi TS terbatas pada lahan /tanah yang telab memaliki hak atas tanah sebelum Peraturan Bupati ini berlaku
klagifikasi T6 terbatas hanya beracda di Blok IV A1, Blok IV.A.2, Blok [V.B.1, dan Blok IV.B.2

B = Bersyarat Tertentu

klasifikasi B1 menyediakan prasarana limbah dan persamapahan yang memperhitungkan dampak lingloungan
kiasifikasi B2 menyediakan rempat parkir dan tidak menghambat laju lalu lintas

klagifikasi B3 berjarak 2 500 meter dari zona perumahan, zona perdagangan dan jasa, zonas SPU, dan zona perkantoran
klagifikasi B4 berjarak = 100 meter dari zona perumakan, sona perdagangan dan jasa, 2ona SPU, dan zona perkantoran
klasifikagi BS khusus pengeringan kakae, mengambil bahan baku dari perkebunan sekitar

klasifikasi B6 khusus pengolahan daun teh kering, mengembil bahan baku dari perkebunan sekitar

klasifikaxi B7 khusus pengeolahan biji mentah kopi, mengambil bahan bak dari perkebunan sekitar

klasifikasi B8 bersyarat mengambil bahan baku dar hutan tenaman industri/ perkebunan

klasifikasi B9 bersyarar mengambill bahan baku dard kawasen tambang sekitar

klasifikasi B10 hersyarat mengambil behan baku dari perkebunan sekitar

klasifikasi B11 bersyarat mengambil bahan baku dari peternekan sapi sekitar

klasifikasi B12 berysaral berlokasi di proyek konstruksi industr

klasifikasi B13 bersyarat beriokasi di pesisir laut

klasifikasi B14 khusus ship breaking, berlokasi di area pelabuhan / pesisir laut

klasifikasi B15 berysarat mendekati instalasi kilang minyak bumi

klasifikasi B16 bersyvarat mendekati lokasifsumber bahan baku tambang

klasifikasi B17 khusus air mineral, bersyarat mendekati sumber mata air

klasifikasi B18 bersyarat menjauhi permulaman kepadatan tinggi dan menengah

klasifikagi B19 bersyarat terintegrasi dengan produk vang dikemas

X = Tidak Diperbolehkan
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